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ABSTRAK 

 
Nama   : Fira Salsabilla Zuhra 

Fakultas/Prodi  : Syari’ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari’ah  

     (HES) 

Judul   : Tinjuan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap   

     Penimbunan Bahan Pokok (Studi Kasus di Pasar  

     Trienggadeng) 

Tebal Skripsi  : 66 Halaman 

Tanggal Sidang : 3 April 2023 

Pembimbing I  : Ida Friatna, M.Ag 

Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI,. M.H 

Kata Kunci  : Penimbunan, Bahan pokok 

    

Dalam Islam iḥtikār yaitu penimbunan barang tidak dibenarkan dikarenakan 

adanya tindakan menguasai pasar sedemikian rupa sehingga dapat merusak 

mekanisme pasar yang ada dengan suatu jenis barang yang dikuasai oleh yang 

bersangkutan, sehingga ia dapat mengendalikan harga sekehendaknya yang 

dilakukan dengan cara menimbunnya (menahan). Realitanya, kegiatan ini 

dipraktikan di kalangan pedagang pada pasar Trienggadeng, akibatnya bahan-

bahan pokok langka di pasaran yang diikuti dengan melonjaknya harga 

komoditas bahan pokok. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana 

praktik penimbunan bahan pokok yang dilakukan oleh pedagang pasar 

Trienggadeng, apa saja faktor-faktor terjadinya penimbunan bahan pokok yang 

dilakukan oleh pedagang, dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah 

terhadap praktik penimbunan bahan pokok yang dilakukan oleh pedagang. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif analisis dengan 

teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa praktik penimbunan barang di pasar Trienggadeng 

dilakukan ketika stok barang dagangan sudah mulai menipis. Pedagang sembako 

menjual barang dengan harga dua kali lipat dari harga normal bahkan 

menaikkan 100% dari harga sebelumnya dengan alasan tidak adanya alat 

transportasi pengangkut bahan kebutuhan masyarakat. Faktor terjadinya 

penimbunan bahan pokok adalah karena stok barang dagangan di pasaran 

menipis, dan juga dikarenakan faktor barang yang langka dan sulit di dapatkan 

sehingga pihak pembeli memborong barang untuk keperluannya sendiri, dan 

pihak pedagang memborong barang kebutuhan masyarakat untuk stok barang 

yang dijual untuk kebutuhan dan keuntungannya, Sehingga para ulama Fiqh 

tidak membolehkan adanya iḥtikār dikarenakan bahwa setiap perbuatan aniaya 

termasuk didalamnya iḥtikār diharamkan oleh agama lain. 
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KATA PENGANTAR 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 . الحمد لله، والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه من والاه أمابعد :

 

Dengan mengucapkan Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan 

kepada Allah SWT. Yang memberikan rahmat-Nya. Tidak lupa pula shalawat 

dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta 

keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah 

kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Syukur Alhamdulillah atas 

segala kesempatan yang telah Allah SWT berikan kepada penulis sehingga 

dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah dalam bentuk Skrispi yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penimbunan Bahan Pokok 

(Studi Kasus di Pasar Trienggadeng)”. 

Skripi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah 

satu syarat dalam rangka dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk 

memperoleh gelar sarjana (SI) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-

Raniry, Darussalam Banda Aceh. Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah 

banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa 

terima kasih yang sedalamnya kepada: 

1. Rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan terbesar 

penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu ibunda tercinta Saudah 

dan ayahanda Mustafa tercinta yang telah membesarkan penulis dengan 

penuh kasih sayang dan rasa cinta kasih sayangnya yang tiada henti, 

yang selalu mendoakan anaknya untuk kebaikan dunia dan akhirat, yang 

selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, di saat penulis berada 

dalam kondisi bagaimanapun, selalu memahami dan mencukupi dalam 

kebutuhan penulis. 
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2. Bapak Kamaruzzaman, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan 

Hukum 

3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi 

Syariah 

4. Ibu Ida Friatna.S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing I yang telah 

memberikan begitu banyak bantuan, masukan, ilmu, serta ide yang 

sangat berarti bagi saya serta memberikan motivasi agar skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

5. Ibu Nahara Eriyanti, S.HI,.M.H selaku pembimbing II yang telah banyak 

memberikan bimbingan, serta arahan dalam proses penulisan skripsi ini. 

6. Ibu Nahara Eriyanti, S.HI,.M.H selaku Penasehat Akademik yang sudah 

membimbing penulis dari awal hingga sekarang, dan juga rasa terima 

kasih banyak kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah 

memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan. 

7. Dan penulis ucapkan terimakasih kepada teman diskusi, Muhammad 

Baihaqi yang telah memberikan masukan kepada penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula penulis ucapkan ribuan 

terimakasih kepada sahabat-sabahat penulis seperjuangan, Siska Nadilla, 

Asma,ul Husna, Sellatul Aisah, Atika Rizkiyanda, Nur Amalia, Lia 

maisarah yang telah banyak memberikan semangat dan saran kepada 

penulis dalam berjuang menyelesaikan tugas akhir dan juga kawan leting 

18 Hukum Ekonomi Syariah teman-teman yang telah sama-sama 

berjuang melewati berbagai permasalahan dalam dunia perkuliahan. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan 

pengetahuan yang dimilki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kata 

kesempurnaan. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang bersifat membangun 

sangat diharapkan. Semoga amal kebaikan yang  telah  diberikan  oleh  semua  
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pihak mendapat balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi yang ditulis ini dapat 

bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca. 

 

 

Banda Aceh, 30 Desember 2022 

Penulis, 

 

 

Fira Salsabilla Zuhra 
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TRANSLITERASI 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf  dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dengan     huruf dan tanda sekaligus. 

 

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin. 

 

No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 

 ا 1

Tidak 

dilam 

Bangkan 

 ṭ ط 16 

t dengan 

titik di 

bawahnya 

 ẓ ظ B  17 ب 2

z dengan 

titik di 

bawahnya 

  ‘ ع T  18 ت 3

 ṡ ث 4

s dengan 

titik di 

atasnya 

  G غ 19

  F ف J  20 ج 5

 ḥ ح 6

h dengan 

titik di 

bawahnya 

  Q ق 21

  K ك Kh  22 خ 7

  L ل D  23 د 8

 Ż ذ 9

z dengan 

titik di 

atasnya 

  M م 24
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  N ن R  25 ر 10

  W و Z  26 ز 11

  H ه S  27 س 12

  ‘ ء Sy  28 ش 13

 ṣ ص 14

s dengan 

titik di 

bawahnya 

  Y ي 29

 ḍ ض 15

d dengan 

titik di 

bawahnya 

    

 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

 

1) Vokal tunggal Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harkat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ  Fathah A 

  َ  Kasrah I 

  َ  Dammah U 

 

1) Vokal rangkap  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, 

yaitu: 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf` 

َ  ي  Fathah dan ya Ai 

َ  و  Fathah dan wau Au 
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Contoh:  

 haula : هول     kaifa : كيف

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda 

ي\َ  ا  Fathah dan alif atau ya Ā 

َ  ي  Kasrah dan ya Ī 

َ  ي  Dammah dan waw Ū 

 

Contoh: 

 qāla : قال
  ramā : رمى

 qīla : قيل

 yaqūlu : يقول

4. Tā’ marbūțah  

Transliterasi untuk tā’marbūțah ada dua:  

1) Tā’ marbūțah hidup tā’ marbūțah yang hidup atau mendapat harakat 

fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah ‘t’.  

2) Tā’ marbūțah mati tā’ marbūțah yang mati atau mendapat harakat 

yang sukun, transliterasinya adalah ‘h’.  

3)  Kalau dengan kata yang terakhir adalah tā’ marbūțah itu 

ditransliterasikan dengan ha (h). 

       Contoh: 

ة  الْأ  طْف ا ل   وْض   rauḍ ah al-ațfāl : ر 
    rauḍ atul ațfāl 
ة   ر  ن وَّ يْن ة  الْم  د   al-Madῑnah al-Munawwarah : ا لْم 
    AL-Madῑnatul-Munawwarah 
ة    țalḥah :  ط لْح 
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5. Syaddah (Tasydῑd) 

Syaddah atau tasydῑd yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan 

sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydῑd, dalam transliterasi ini tanda syaddah 

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah itu. 

      Contoh: 

بَّن ا  rabbanā : ر 

ل    nazzala : ن زَّ
 al-birr : الب ر  
ج    al-hajj : الح 
م    nu‘ ‘ima : نعٌ  

6. Kata sandang  

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ( ال ) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata 

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf 

qamariyyah. 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah Kata sandang 

yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan 

bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan 

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.  

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah Kata sandang 

yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan 

yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti 

huruf syamsiyyahi maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 

sempang. 

Contoh: 

ل   ج   ar-rajulu : ار 
ي  د ة    as-sayyidu : اس 
 asy-syamsu : اش مْس  
 al-qalamu : الق ل م  
يْع    al- u‘bad : الب د 
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 al- jalālu : الخَلاَلُ 

7. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

Arab berupa alif. 

Contoh: 

ذ وْن     ta’khużūna : تأخ 

 ’an-nau : النَّوْء
 Syai’un : ش يْئ

 inna : إ نَّ 
رْت    umirtu : أ م 
 akala : أ ك ل  

 

 
8. Penulisan kata  

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan 

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain 

yang mengikutinya. 

ق يْن   از  يْر  الرَّ إ نَّااللّ  ل ه و  خ   Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqῑn : و 
     Wa innallāha lahuwa khairurrāziqῑn 
ان   يْز  يْل و  الْم   Fa auf al-kaila wa al-mῑzān : ف أوْف وْاالْك 
     Fa auful-kaila wal- mῑzān 
ل يْل اه يْم  الْخ   Ibrāhῑm al-Khalῑl :  إ بْر 
     Ibrāhῑmul Khalῑl 

ا ه اب سْم  للّ   م   رْس  م  اه او  جْر   : Bismillāhi majrahā wa mursāh 

ج  الْب يْت   للّ   ع ل ى الن اس  ح   Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti : و 

ن اسْت ظ ا ع إل يْه  س ب يلْا   Man istațā‘a ilahi sabῑla : م 

 

9. Huruf Kapital  

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk 
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menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri 

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh:  

س وْلٌ  دٌ إلاَّ ر  مَّ ح  ا م  م   wa mā muhammadun illā rasul :  و 

ع  للنَّاس   ض  ل  ب يتٍ و   inna awwala baitin wud I’a linnāsi :  إنَّ أو 
ك ةا  ب ار  ة  م  ي ب ب كَّ  lallażῑ bibakkata mubārakkan :   ل لَّذ 
ل  ف يْه  الْق رْأ ن   ي أنْز  ان  ال ذ  ض  م  هْر  ر   Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fῑh   alQur’ānu:   ش 
ب يْن   ا ه ب الأ فقٌ  الْم  ل ق درْ    Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubῑn :  و 
      Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubῑni 
يْن   بَّالْع ال م  مْد  للّ   ر   Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamῑn :  الْح 

      Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamῑn 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan 

kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan 

Contoh:  

يْبٌ  فْت حٌ ق ر  ن  اللّ   و   nasrun minallāhi wa fathun qarῑb : ن صْرٌم 
يْعاا م   Lillāhi al-amru jamῑ an :  للّ   الأمْر  ج 

يمٌْ  ل  اللّ   ب ك ل   ش يْءٍ ع   Wallāha bikulli syai‘in ‘alῑm : و 

10. Tajwid  

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid.  

Catatan:  

Modifikasi  

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama 

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  

Contoh: Samad Ibn Sulaimān. 

2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, 

seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya. 
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3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia tidak ditranslitersikan.  

Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi 

Lampiran 2 : Surat Penelitian 

Lampiran 3 : Daftar Wawancara Dengan Pedagang Sembako 

Lampiran 4 : Dokumentasi  

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

DAFTAR ISI 

 

LEMBARAN JUDUL  ..................................................................................  i 

PENGESAHAN SIDANG ............................................................................  ii 

LEMBARAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..........................................  iii 

ABSTRAK .....................................................................................................  iv 

KATA PENGANTAR ..................................................................................  v 

TRANSLITERASI .......................................................................................  vii  

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................  xiv 

DAFTAR ISI .................................................................................................  xv 

BAB SATU : PENDAHULUAN ..................................................................  1 

A. Latar Belakang Masalah .........................................................  1 

B. Rumusan Masalah ...................................................................  7 

C. Tujuan Penelitian ....................................................................  7 

D. Penjelasan Istilah ....................................................................  7 

E. Kajian pustaka ........................................................................  9 

F. Metode Penelitian ...................................................................  12 

G. Sistematika Penulisan .............................................................  15 

BAB DUA : PENIMBUNAN BARANG DALAM TINJAUAN        

FIQH ......................................................................................  16 
A. Pengertian dan Dasar Hukum Menimbun Barang ..................  16 

B. Hukum Penimbunan Barang Menurut Fuqaha .......................  24 

C. Kriteria Penimbunan Barang ..................................................  28 

D. Penimbunan Bahan Pokok Dalam Pandangan Fiqh ...............  32 

BAB TIGA:  PENIMBUNAN BAHAN POKOK DI PASAR 

TRIENGGADENG ...............................................................  41 

A. Gambaran Umum Pasar Trienggadeng ...................................  41 

B. Praktik Penimbunan Bahan Pokok Oleh Pedagang di Pasar 

Trienggadeng ..........................................................................  44 

C. Faktor-Faktor Terjadinya Penimbunan Bahan Pokok ............  45 

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik 

Penimbunan Bahan Pokok oleh Pedagang di Pasar 

Trienggadeng ..........................................................................  47 

E. Analisis Penulis ......................................................................  50 

BAB EMPAT: PENUTUP ...........................................................................  53 

A. Kesimpulan .............................................................................  53 

B. Saran .......................................................................................  54 

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................  55 

LAMPIRAN ..................................................................................................  60 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....................................................................  66 

 

 



      
 

 1 

BAB SATU 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam sejarah tercatat bahwa negara Islam pada masa itu menjadi transit 

perdagangan internasional sebelum barang-barang dagangan diekspor ke 

wilayah-wilayah Eropa dan sekitarnya. Namun, sayangnya umat Islam pada 

masa-masa berikutnya malah tertindas, bahkan dijajah oleh bangsa-bangsa 

Barat. Permasalahan tersebut diduga oleh para pengamat akibat kurangnya 

perhatian  para tokoh agama dalam  masalah  itu. Perhatian mereka lebih banyak 

terfokus kepada masalah-masalah  ibadat saja. Akibatnya, dari banyak negara 

Islam di dunia pada umumnya tergolong negara miskin.
1
 

Ekonomi Islam dikatakan bersifat religius yang bertumpu kepada 

Tauhid, karena setiap muslim berkeyakinan bahwa rezeki yang mereka peroleh 

merupakan pemberian Allah SWT kepadanya melalui Sunnah-Nya. Al-Qur’an 

juga menyebutkan bahwa setiap muslim harus berpartisipasi di dalam aktivitas 

ekonomi. 
2
 

Secara mutlak diharamkan (tidak mengkhususkan pada bahan makanan 

saja) didasarkan pada Hadis Nabi SAW: 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ عَنْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَي   مَنْ احْتَكَرَ فَ هُوَ  بِ يَُُدِٰثُ أن  مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِٰ صَل ى اللّهٰ
 خَاطِئ  

“Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang melakukan penimbunan, 

maka dia berdosa” (HR. Muslim).
3
 

                                                             

1
H.A. Mukti Ali“Agama dan perkembangan Ekonomi di Indonesia” dalam Muhammad 

Wahyuni Nafis dkk, (Ed), Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. Munawir 

Sjadzalie, M.A. Cetakan ke-1 (Jakarta: 1995), hlm. 591. 
2
Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Terjemahkan Zainal Arifin, 

(Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 99 
3 Imam Muslim, Shahih Muslim, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.). hlm. 328. 
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Kata tijarāh “Apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, 

mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang 

berdiri (berkhutbah)”. Diproyeksikan untuk menarik perhatian manusia yang 

secara naluriah berkecimpung dengan masalah ekonomi (perdagangan). Ini 

membuktikan bahwa prinsip ekonomi dalam islam bersifat religius yang 

bertendensikan Tauhid. Naluriah berkecimpung dengan masalah ekonomi 

(perdagangan). Ini membuktikan bahwa prinsip ekonomi dalam  islam bersifat 

religius yang bertendensikan Tauhid. Begitu juga sebaliknya orang yang taat 

beragama dan menghayati esensi ajarannya tidak akan mengabaikan aspek 

dunia.
4
 

(Surah An-Nisā 4: 29) 

أَی ُّهَا
ٰۤ
اْ ال ذِیْنَ اهمَنُ وْا لَا  یَ ه نَكُمْ بِِلْبَاطِلِ  تََكُلُوٰۤ ٰۤ امَْوَالَكُمْ بَ ي ْ  تقَتُ لُونْكُمْ وَلَا اَنْ تَكُوْنَ تَِِارَةً عَنْ تَ رَاضٍ مِٰ  إِلا 

َ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا  .انَْ فُسَكُمْ  اِن  اللّهٰ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) 

kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama 

suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu. (QS. An-Nisā 

4: 29).
5
 

Rasulullah telah melarang praktik penimbunan barang dengan tujuan 

untuk menaikkan harga dikemudian hari, ulama-ulama mengatakan penimbunan 

barang prinsipnya adalah haram, sebab dapat mengakibatkan kestabilan harga di 

pasar rusak.
6
 Namun ulama berselisih pendapat mengenai jenis barang yang 

haram/tidak boleh ditimbun, Imam Hanafi, Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Malik 

mengatakan larangan penimbunan barang mencakup semua barang yang 

                                                             

4
Ibid, hlm. 586 

5
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Dipenogoro, 
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6
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Vol.II, No.2, (Juli 2010), hlm.168. 
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dibutuhkan masyarakat sebab pelarangan penimbunan bersifat umum. 

Sedangkan Imam Syafi’i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa penimbunan 

yang dilarang/diharamkan  ialah penimbunan terhadap bahan pokok makanan, 

dimana beberapa riwayat menyebutkan secara khusus bahan pokok makanan.
7
 

Imam Al-Ghazali berpendapat demikian, bahwa selain bahan makanan pokok 

dan tidak termasuk pengganti makanan pokok seperti obat-obatan, dan jamu 

yang dilarang ditimbun meskipun barang tersebut termasuk bahan makanan.
8
 

Penimbunan barang atau di dalam bahasa Arabnya dikenal ihtikār 

merupakan salah satu problem ekonomi cukup serius tidak terkecuali Islam yang 

secara normatif telah memprediksikan hal itu, tetapi juga non-Islam.
9
  

Islam merupakan the comprehensif way of life bagi setiap muslim ajaran-

ajaran bersifat universal ditujukan kepada seluruh umat manusia untuk mencapai 

kemaslahatan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Tidak terkecuali dalam aspek ekonomi, Islam sangat menganjurkan umatnya 

untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Ilahi setelah menunaikan 

sholat sebagai ibadah utama dan tiang agama. Anjuran dimaksud antara lain 

terwujud dalam aktivitas bisnis perdagangan. Jual beli dan bagi hasil merupakan 

khasanah klasik dalam kegiatan muamalah yang diperkenankan bahkan 

dianjurkan oleh ajaran Islam.
10

 Begitu juga dengan perdagangan, yang sangat 

memerlukan barang yang siap dijual dan barang yang menjadi pesanan bagi 

pembeli. Namun masih terdapat beberapa pedagang yang menginginkan 

keuntungan yang lebih banyak yaitu dengan cara menimbun barang yang 

nantinya akan dibutuhkan oleh masyarakat, apabila barang yang 

diperjualbelikan langka bahkan  kosong (tidak ada stok) maka secara langsung 

                                                             

7
Ruslan Abdullah, “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Ihtikār”, Jakarta: 

2018), hlm. 193. 
8
Imam Ghazali, Ihyā Ulumiddin, (Jakarta: Pustaka Nasional, 2003), Jilid 2, hlm. 38-39. 

9 Ibid, hlm. 40. 
10

Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan 

Dinamika Perkembangan di Indonesia, (Jakarta: Rajagrafindo Perseda, 2017), hlm.12 
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barang yang ditimbun akan dikeluarkan dan diperjualbelikan oleh orang yang 

menimbun dengan harga yang berbeda bahkan dengan harga yang relatif tinggi.  

Sebuah produk yang dibeli oleh konsumen dilakukan karena konsumen 

mengharapkan (exected) terpenuhinya keinginan yang dinginkan. Konsumen 

adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat 

baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain dan 

tidak untuk diperdagangkan.
11

 

Penimbunan merupakan salah satu bentuk bagian dalam perdagangan 

yang tak lain ialah penimbunan barang jual, yang mana si penjual melakukan 

penimbunan berdasarkan tujuannya masing-masing, salah satunya yaitu demi 

mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, si penjual rela menunggu barang 

jualannya dijual ketika harga pasaran naik oleh karena itu masyarakat yang 

menjadi konsumen dan kesulitan memenuhi kebutuhannya sehingga dapat 

berakibat fatal bagi masyarakat. Berbisnis untuk mencari keuntungan 

merupakan sesuatu yang wajar bagi pedagang dan bisnis lainnya, namun dalam 

ketentuan mencari keuntungan terdapat aturan yang harus diperhatikan dan 

dilakukan secara benar. Islam selalu mengedepankan norma dan etika untuk 

memperoleh keuntungan agar setiap orang mencari nafkah dengan jalan yang 

halal. Penimbunan barang dilakukan oleh penjual bertujuan untuk memperkaya 

diri sendiri, yaitu mencari uang dengan cara menjual barang dengan mendapat 

keuntungan yang berlipat ganda, penjual rela menunggu barang jualannya dijual 

ketika harga naik. Hal tersebut merupakan bagian jual beli yang dilarang 

disebabkan merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri saja, dalam 

menjalankan bisnis perdagangan dan dalam mencari rezeki dilakukan tidak adil 

yaitu melalui cara yang merugikan sepihak atau menguntungkan sepihak 

melainkan berdasarkan dengan cara yang tidak diridhai Allah SWT. 
12
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Elfa Murdiana, Hukum Dagang Internalisasi Hukum Dagang dan Hukum Bisnis di 

Indonesia, (Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2013), hlm. 155. 
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Adanya penimbunan barang maka konsumen harus mendapatkan 

perlindungan hukum dan mendapatkan hak konsumen dalam dunia bisnis.
13

 Hak 

konsumen dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan 

bahwa setiap konsumen memiliki hak sebagai berikut: 

1. Kenyamanan, keamanan dan keselamatan.  

2. Dapat barang atau jasa sebanding dengan nilai tukar atau  

      yang dijanjikan. 

3. Dapat pendidikan konsumen.  

4. Didengar pendapat dan keluhan. 

5. Dapat kompensasi, ganti rugi atau penggantian. 

Penimbunan adalah perbuatan yang mengumpulkan barang-barang 

sehingga barang tersebut menjadi langkah di pasaran kemudian menjualnya 

dengan harga yang sangat tinggi sehingga warga setempat sulit untuk 

menjangkaunya. Hal ini bisa dipahami bahwa apabila tersedia sedikit barang 

maka harga akan lebih mahal. Apalagi jika barang yang ditimbun itu merupakan 

kebutuhan primer manusia seperti bahan makanan pokok.
14

 

Islam melarang praktik yang seperti ini karena hal tersebut dapat 

menimbulkan kerugian pada orang lain. Begitu juga dengan menimbun terhadap 

barang-barang kebutuhan pokok sangat di kecam dalam islam karena biasanya 

apabila harga barang-barang kebutuhan pokok naik maka akan berpengaruh 

frontal terhadap harga-harga barang lainnya, sehingga harga barang menjadi 

tidak stabil dan dapat mengakibatkan krisis. 

Peneliti melakukan wawancara kepada pedagang sembako di pasar 

Trienggadeng, salah satunya seperti minyak goreng yang ada di pasar 

Trienggadeng, bahwa saat ini di pasar Trienggadeng masih terdapat kelangkaan 

bahan pokok. Seperti minyak goreng, cabe merah, merupakan salah satu 

                                                             

13
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14
Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 

364. 
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komoditas penting di indonesia. Berdasarkan IHK (Indeks Harga Konsumen) 

indonesia, minyak goreng memiliki kontribusi yang besar. Hal tersebut karena 

minyak goreng dan cabe merah merupakan salah satu bahan pokok yang 

dikonsumsi masyarakat setiap harinya. 

Kelangkaan tersebut terjadi sejak bulan maret lalu, ketika sudah 

tersedianya minyak goreng, cabe merah dan bahan pokok lainnya tersebut 

namun harga mengalami kenaikan. Sebelum terjadinya kelangkaan harga  Rp. 

22.000 kemudian harga minyak goreng, cabe merah dan bahan pokok lainnya 

mengalami kenaikan sebesar Rp. 28.000 bahkan bisa lebih tinggi harganya.  

Berbicara mengenai harga bahan pokok, memang bisa dikatakan tidak 

pasti, harga bahan-bahan makanan tersebut cenderung berfluktuasi terpengaruh 

beberapa hal, salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng dan juga cabe 

merahdan bahan pokok lainnya ini diantaranya yaitu fenomena penimbunan. 

Beberapa waktu lalu, warga berbondong-bondong ke pasar untuk membeli 

semua persediaan bahan pokok, dan aksi ini tidak hanya terjadi di satu wilayah 

indonesia, tetapi di setiap sudut. Sebagai salah satu produk perdagangan 

terpenting di indonesia. 

Penimbunan barang dagangan yang dilakukan beberapa orang dipasar 

Trienggadeng dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari 

penjualan barang tersebut yang mengakibatkan kelangkaan barang yang 

dibutuhkan konsumen pasar sehingga berakibat merugikan konsumen, 

keuntungan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pedagang itu 

sendiri, kebutuhan sekunder untuk memperkaya diri sendiri, dalam  islam 

bertransaksi tidak boleh merugikan diantara keduanya. 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis 

tertarik untuk membahas dan mengangkatnya dalam skripsi ini dengan judul: 

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penimbunan Bahan Pokok 

(Studi Kasus di Pasar Trienggadeng)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana praktik penimbunan bahan pokok yang dilakukan oleh 

pedagang pasar Trienggadeng? 

2. Apa faktor-faktor terjadinya penimbunan bahan pokok yang dilakukan 

oleh pedagang? 

3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik 

penimbunan bahan pokok yang dilakukan oleh pedagang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penimbunan bahan pokok yang 

dilakukan oleh pedagang. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya penimbunan bahan pokok 

yang dilakukan oleh pedagang. 

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap 

praktik penimbunan bahan pokok yang dilakukan oleh pedagang. 

D. Penjelasan Istilah 

Untuk menghindari multitafsir dan kesalahpahaman dalam memahami 

kata kunci dalam penelitian ini, maka diperlukan suatu penjelasan terhadap 

beberapa istilah yang terdapat pada judul sebagai definisi operasional penelitian, 

yaitu: 

1. Tinjauan 

Tinjauan adalah pemeriksa yang teliti, penyelidikan, kegiatan 

pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan 

secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
15
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2. Hukum Ekonomi Syariah 

Hukum islam adalah seperangkat aturan yang berdasarkan wahyu Allah 

dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan 

diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. 

Menurut Immanuel Kant, Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat  

dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat meyesuaikan diri dari 

kehendak bebas dari orang lain menuruti asas tentang kemerdekaan. 

Menurut Leon Duguit, Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota 

masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh 

suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar 

menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. 

Islam sebagai agama yang memiliki 3 pilar, yang mana antara 1 dan 

lainnya dapat dibedakan, namun tidak dapat diceraipisahkan. Ketiga pilar 

tersebut, yakni akidah, syariah, dan akhlak. Hukum Ekonomi Syariah 

merupakan bagian dari hukum islam, yang mana syariah menjadi salah satu pilar 

dari agama islam. Hukum yang mengatur hubungan manusia berupa perjanjian 

atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek/benda-benda 

ekonomi yang berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda yang menjadi 

objek kegiatan ekonomi.
16

 

3. Penimbunan  

Penimbunan menjadi langka di pasaran kemudian dijual dengan harga 

yang sangat merupakan perbuatan yang mengumpulkan barang-barang sehingga 

barang tersebut tinggi, sehingga warga setempat sulit untuk menjaukaunya. 

Tindakan penimbunan barang merupakan tindak pidana ekonomi yang 

merupakan salah satu bentuk kejahatan karena merugikan masyarakat dan 

negara.
17
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Faisal, Modul Hukum Ekonomi Islam (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hlm.5. 

17
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4. Bahan Pokok 

Bahan Pokok makanan adalah makanan yang menjadi gizi dasar 

makanan ini, biasanya tidak menyediakan keseluruhan nutrisi yang dibutuhkan 

tubuh. Itu sebabnya, makanan pokok sebaiknya dilengkapi dengan lauk pauk.
18

 

E. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka dibuat sebagai pemetaan dari perkembangan penelitian 

penulis dari judul yang diteliti, oleh karena itu temuan dari riset yang telah 

dilakukan sebelumnya dapat diposisikan dengan penelitian penulis agar 

terhindar dari persamaan kajian suatu penelitian. Secara spesifik penulis 

merumuskan variabel penelitiannya dengan judul (Tinjauan Hukum Ekonomi 

Syariah Terhadap Penimbunan Bahan Pokok) maka penulis memaparkan hasil 

penelitian terdahulu sebagai berikut: 

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Siti Mutmainah yang berjudul 

(Penimbunan barang dagang ditinjau dari ekonomi islam studi kasus pasar 

merapi seputih mataram lampung tengah) Mahasiswa Fakultas Syariah dan 

Hukum, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Tahun 2019. Perbedaan 

skripsi ini membahas masalah pada penelitian penimbunan barang dilakukan 

pada saat menjelang idul fitri kemudian barang komoditi ditimbun selama 1-2 

minggu dikarenakan dalam pertengahan bulan Ramadhan seluruh masyarakat 

memerlukan barang komoditi tersebut seperti telur, gula, cabai, bahkan daging 

yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dan 

memperkaya diri sendiri. Pada prakteknya barang yang ditimbun melebihi 

kebutuhan yang diperlukan masyarakat, barang yang ditimbun dalam usaha 

menunggu saat naiknya harga dan penimbun dilakukan pada saat masyarakat 

                                                             

18
https://www.gurupendidikan.co.id/penggolongan-bahan-makanan, (diakses pada 

tanggal 11 Desember pukul 23.03). 
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mmembutuhkan.
19

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. 

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Rika Aris kayang berjudul (Penimbunan 

barang dalam perspektif hukum ekonomi islam) Mahasiswa Institute Agama 

Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjaticirebon. Tahun 2015. Perbedaan skripsi ini 

membahas tentang penimbunan barang jual dalam perspektif hukum ekonomi 

islam yang dilarang ialah berupa penimbunan bahan pokok makanan. Secara 

ekonomi penjualan bahan pokok makanan yang ditimbun oleh si penjual yaitu 

berupa sembako, yang dapat mengakibatkan terjadinya inflasi, kenaikan harga 

pada pasaran yang mengakibatkan terjadinya inflasi, kenikan harga di pasaran 

yang mengakibatkan pembeli merasa kesulitan untuk mendapatkan barang 

tersebut tak lain yang merupakan kebutuhan pangan sehari-hari. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif.
20

 

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Dwi Arjelina Saleha yang berjudul 

(Penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha menurut undang-undang nomor 7 

tahun 2014 tentang perdagangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah) 

Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden 

Fatah Palembang, Tahun 2018. Perbedaan dalam skripsi ini membahas pelaku 

penimbunan bahan pokok menurut undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang 

perdagangan, berpijak pada ketentuan pasal 107 undang-undang nomor 7 tahun 

2014. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam penimbunan bahan pokok 

hukumnya haram, dasar hukum pelarangan penimbunan (ihtikār) ini terdapat 

dalam ayat Al-Quran, Hadis Nabi, dan Pendapat Para Ulama Fiqh yang 

menyatakan setiap perbuatan aniaya termasuk di dalamnya ihtikār diharamkan 

                                                             

19
Siti Mutmainah, Penimbunan Barang Dagangan Ditinjau Dari Ekonomi Islam Studi 

Kasus Pasar Merapi Seputih Mataram Lampung Tengah, Skripsi (Institut Agama Islam (IAIN) 

Metro, 2019). 
20

Rika Ariska, Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, Skripsi 

(Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjaticirebon, 2015). 
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oleh agama.
21

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode penelitian pustaka (library reseatch) dan bersifat 

deskriptif kualitatif. 

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Irmansyah yang berjudul 

(Penimbunan beras yang di perdagangkan menurut imam Al-Ghazali) 

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) 

Sumatera Utara, Tahun 2017. Perbedaan skripsi ini membahas tentang 

penimbunan disebutkan dalam kitab Ihyā’Ulumuddin. Sesungguhnya 

penimbunan itu termasuk kezhaliman dan akan mendatangkan krisis ekonomi 

dan krisis moral juga akan terjadi bagi mereka para penimbunan karena tidak 

adanya keperdulian sesamanya mereka hanya mementingkan isi kantongnya 

sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.
22

 

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Wardatul Jannah yang berjudul 

(Penimbunan dalam islam studi kritis penimbunan barang darurat covid-19 dan 

relevansinya dengan pemikiran Yusuf Qardhawi) Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam, UIN Alauddin Makassar, Tahun 2020.  Perbedaan skripsi ini membahas 

menurut Yusuf Al-Qadrawi penimbunan barang ialah menyimpan dan menahan 

barang dari perputaran di pasar yang mengakibatkan harganya naik. Dan juga 

mengharamkan penimbunan pada segala jenis-jenis barang baik makanan, 

pakaian maupun obat-obatan, Yusuf Al-Qadrawi mengharamkan penimbunan di 

semua waktu baik pada masa sulit maupun masa surplus bahan pangan.
23

 

                                                             

21
Dwi Arjelina Saleha, Penimbunan Bahan Pokok oleh Pelaku Usaha Menurut 
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2018). 
22

Irmansyah, Penimbunan Beras Yang di Perdagangkan Menurut Imam Al-Ghazali 

Studi Kasus di Kalurahan Pasar II Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandaling Natal, Skrispi 

(Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara 2017). 
23

Wardhatul Jannah, Penimbunan Dalam Islam (Studi Kritis Penimbunan Barang 

Darurat Covid-19 dan Relevansinya Dengan Pemikiran Yusuf Al-Qadrawi, Skripsi (UIN 

Alauddin Makassar 2020). 
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. 

Dari beberapa penelitian di atas, terdapat beberapa persamaan dengan 

penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang penimbunan bahan pokok pada 

studi kasus masing-masing. Adapun perbedaan antara peneliti ini dengan 

peneliti yang sebelumnya, yaitu penelitian ini lebih kepada menganalisis tinjuan 

hukum ekonomi syariah terhadap penimbunan bahan pokok makanan yang ada 

di pasar Trienggadeng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. 

F. Metode Penelitian 

Metode yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk 

mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam rumusan 

masalah. Metode penelitian yang tepat dalam mengumpulkan dan menganalisis 

data dapat menentukan tujuan dan arah penulisan karya ilmiah. Sehingga data 

yang dihasilkan dari metode penelitian akan membantu peneliti dalam 

menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan Untuk 

mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode penelitian berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan 

pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang 

diselidiki. 

Sedangkan penelitian yang bersifat analisis bertujuan menganalisis 

masalah yang timbul dalam penelitian. Penelitian kualitatif dilakukan pada 

kondisi alamiah. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
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orang dan perilaku yang diamati. Metode penelitian kualitatif menghasilkan data 

deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan angka.
24

 

2. Metode Pengumpulan Data  

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai konsep dan juga 

ketentuan yuridis formal dan normatif Fiqh Muamalah, dan juga data primer 

yang merupakan fakta empiril dari berbagai sumber, untuk mengumpulkan data 

tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data primer dan data 

sekunder yang penulis jelaskan prosedurnya sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara 

langsung dengan informasi, data primer ini langsung dari lokasi penelitian yaitu 

mewawancarai narasumber yaitu pemilik toko sembako yang ada di pasar 

Trienggadeng, Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. 

b. Sumber Data Sekunder 

Penelitian pustaka adalah penelitian yang dilakukan peneliti untuk 

memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, 

artikel jurnal dan sebagainya melalui proses membaca, menelaah, mempelajari, 

serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai 

bahan pengumpulan data terhadap permasalahan yang peneliti teliti. 

c. Penelitian Lapangan (field research) 

Penelitian lapangan dilakukan peneliti untuk mendapatkan data primer 

dari penelitian ini yang sangat penting untuk mendapatkan data primer dari 

penelitian ini yang sangat penting untuk mempeloreh data yang objektif dan 

jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun 

penelitian yang dilakukan penulis berupa beberapa dokumen dan interview 

dengan pihak penjual dan pembeli bahan pokok makanan di keude 

Trienggadeng. 
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 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 1999), 

hlm. 3 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan Data dalam suatu penelitian, data adalah bahan 

keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Untuk 

mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan interview 

(wawancara) Observasi. 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta 

untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan 

wawancara, angket sebagai teknik pengumpulan data dan dokumentasi. 

Wawancara (interview) adalah tanya jawab antara pewawancara dengan 

yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal 

yang berhubungan dengan masalah penelitian. Yaitu mengajukan pertanyaan 

kepada pemilik toko sembako, dan peneliti melakukan wawancara dengan pak 

Rahmat terkait penimbunan bahan pokok. Mewawancarai 4 orang penjual, yaitu 

ibu Fatimah, pak Anwar, ibu Alfiah dan pak Faisal, Wawancara yang digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk wawancara 

terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang penulis susun untuk 

diajukan kepada responden, penelitian ini juga mengembangkan pertanyaan 

sesuai kebutuhan dan penulis yang dilakukan secara fleksibel, hal ini dilakukan 

untuk memperoleh data yang tepat dan akurat.
25

 

4. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk 

membantu proses penelitian dalam pengumpulan data primer maupun data 

sekunder, baik pada pengumpulan data sekunder maupun pengumpulan data 

empiris, untuk menentukan alat atau instrumen pengumpulan data penelitian 

didasarkan pada tehnik pengumpulan data yang penulis desain di atas. Instrumen 

pengumpulan data sangat mempengaruhi proses pengumpulan data secara 

                                                             

25
Wawancara dengan pak Anwar pemilik toko sembako di Kede Trienggadeng, 

Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 3 Juli 2022. 
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keseluruhan juga harus mampu menghasilkan data yang dipertanggungjawabkan 

baik dari sisi Validalitas (ketepatan) dan Realibilitas (keandalan). 

5. Pedomen Penulisan 

Pedoman penulisan dalam penyusunan dan penulisan proposal ini 

penulis berpedoman kepada “Buku Panduan Penulisan Skripsi” Fakultas Syariah 

dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk memudahkan 

para pembaca dalam melihat dan memahami isi dari pembahasan yang 

dilakukan peneliti. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Pada setiap bab 

menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling 

terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasannya 

adalah sebagai berikut: 

Bab satu adalah pendahuluan dalam bab ini akan diuraikan 7 (tujuh) sub 

pembahasan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodelogi penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab dua, membahas landasan teorinya yang diuraikan dengan pengertian 

menimbun barang, hukum menimbun barang, larangan menimbun barang dalam 

pandangan islam, dan syarat-syarat menimbun barang. 

Bab tiga, membahas tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap 

penimbunan bahan pokok yang meliputi gambaran umum penimbunan barang 

yang dilakukan oleh pedagang, faktor-faktor terjadinya penimbunan bahan 

pokok yang dilakukan oleh pedagang, dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah 

terhadap praktik penimbunan barang yang dilakukan oleh pedagang. 

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisi rumusan terakhir dari 

keseluruhan isi karya ilmiah yang dicantumkan dalam bentuk kesimpulan dari 

pembahasan penelitian, kemudian terdapat saran dan harapan penulis agar dapat 

terselesaikan karya ilmiah ini dengan baik. 
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BAB DUA 

PEMBAHASAN 

 
A. Pengertian dan Dasar Hukum Menimbun Barang 

1. Pengertian Penimbunan 

Penimbunan barang dalam bahasa Arab sepadan dengan Al-Iḥtikār, yang 

secara terminologi berarti perbuatan menimbun, pengumpulan barang-barang 

atau tempat untuk menimbun. Penimbunan barang adalah membeli sesuatu 

dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang dipasar sehingga harganya 

(barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi 

naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan 

yang berlipat ganda. Fiqih islam mengartikan bahwa Al-iḥtikār bermakna 

menimbun atau menahan agar terjual.
26

 

Al-Iḥtikār yang berarti aniaya (menyimpan, mengumpulkan dan 

menahan), ihtikār juga berarti penimbunan, lebih jelas Fiqih islam memaknai 

iḥtikār dengan membeli barang pada saat lapang lalu menyimpannya supaya 

barang tersebut langka dipasaran dan harganya menjadi naik.
27

 

Penimbunan merupakan salah satu bentuk bagian dalam perdagangan 

yang tak lain ialah penimbunan barang jual, yang mana si penjual melakukan 

penimbunan berdasarkan tujuannya masing-masing, salah satunya yaitu demi 

mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, si penjual rela menunggu barang 

jualannya dijual ketika harga pasaran naik oleh karena itu masyarakat yang 

menjadi konsumen dan kesulitan memenuhi kebutuhannya sehingga dapat 

berakibat fatal bagi masyarakat. Berbisnis untuk mencari keuntungan 

merupakan sesuatu yang wajar bagi pedagang dan bisnis lainnya, namun dalam 

ketentuan mencari keuntungan terdapat aturan yang harus diperhatikan dan 

                                                             

26
Yusuf Ahmad Mahmud, Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis, 

Penerjemah: Yahya Abdurrahman, (Bogor: Al Azhar Press, 2009), hlm. 32. 
27

KH Adib Bisri dan KH Munawwir A Fatah, Kamus Al-Bisri Indonesia Arab 

Indonesia, (Malang: Pustaka Progresif, 1999),  hlm. 226. 
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dilakukan secara benar. Islam selalu mengedepankan norma dan etika untuk 

memperoleh keuntungan agar setiap orang mencari nafkah dengan jalan yang 

halal. Penimbunan barang dilakukan oleh penjual bertujuan untuk memperkaya 

diri sendiri, yaitu mencari uang dengan cara menjual barang dengan mendapat 

keuntungan yang berlipat ganda, penjual rela menunggu barang jualannya dijual 

ketika harga naik. Hal tersebut merupakan bagian jual beli yang dilarang 

disebabkan merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri saja, dalam 

menjalankan bisnis perdagangan dan dalam mencari rezeki dilakukan tidak adil 

yaitu melalui cara yang merugikan sepihak atau menguntungkan sepihak 

melainnya berdasarkan dengan cara yang tidak diridhai Allah SWT.
28

 

Beberapa definisi penimbunan bahan pokok (iḥtikār) menurut beberapa 

pendapat yaitu:
29

 

1. Imam Asy Syaukani ahli hadis dan ushul fiqh, mendefinisikan ihtikār 

adlah penimbunan barang dagangan dari peredarannya. 

2. Imam Al-Ghazali, mendefinisikan ihtikār sebagai penjual makanan yang 

menyimpan barang dagangannya dan menjualnya setelah harganya 

melonjak. 

3. As-Sayyid Sabiq dalam Fiqh as-Sunnah menyatakan al-iḥtikār sebagai 

membeli suatu barang dan menyimpannya agar barang tersebut 

berkurang di msyarakat sehingga harganya meningkat sehingga manusia 

akan mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnya harga 

barang tersebut.
30

 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ihtikār adalah tindakan 

menyimpan atau menimbun barang, tidak menjual dan memberikan kepada 

orang lain, yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis 
                                                             

28
Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Islam (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2014), hlm. 47. 
29

Betty Lapela, “Penimbunan Ihtikār”, diakses dari http://bettylapela.blogspot.com 

/2013/02/Penimbunan-ihtikar.htmlml   pada tanggal 12 April 2023 pukul 05.22. 
30

As-Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, (Libanon: Dar Al-Fikr, 1981), hlm. 162. 
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disebabkan persediaan bahan pokok terbatas (habis), kemudian ketika 

persediaan bahan pokok habis maka barang yang ditimbun tadi akan dijual 

kembali dengan harga yang lebih tinggi. 

Penimbunan barang dalam bahasa Arab sepadan dengan Al-iḥtikār, yang 

secara terminologi berarti perbuatan menimbun, pengumpulan barang-barang 

atau tempat untuk menimbun. Penimbunan barang adalah membeli sesuatu 

dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang dipasar sehingga harganya 

(barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi 

naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan 

yang berlipat ganda. Fiqih islam mengartikan bahwa Al-iḥtikār bermakna 

menimbun atau menahan agar terjual. 

Perkembangan ekonomi yang semakin maju pada masa sekarang banyak 

menimbulkan berbagai sistem atau cara perdagangan yang dilakukan 

masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi yang menguntungkan hanya satu 

pihak, seperti penimbunan. Penimbunan merupakan perbuatan yang 

mengumpulkan barang-barang sehingga barang tersebut menjadi langka di 

pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, sehingga warga 

setempat sulit untuk menjangkaunya. Tindakan penimbunan barang merupakan 

tindak pidana ekonomi yang merupakan salah satu bentuk kejahatan karena 

merugikan masyarakat dan Negara. Mengenai hal tersebut Pemerintah 

mengeluarkan larangan penimbunan bahan pokok atau barang penting 

sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang 

Perdagangan, Namun pada kenyataannya sekarang meskipun Pemerintah sudah 

mengeluarkan larangan penimbunan bahan pokok tetapi masih sering di dapati 

kasus-kasus penimbunan bahan pokok. ancaman hukuman bagi pelaku 

penimbunan bahan pokok menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 

tentang perdagangan, berpijak pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang 
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Nomor 7 Tahun 2014. Perspektif hukum ekonomi syariah dalam penimbunan 

bahan pokok hukumnya haram.
31

 

Para pakar Fiqh Muamalah mendefinisikan Iḥtikār secara bervarian, 

diantaranya ialah: 

1. Menurut Al-Auza’i  

Iḥtikār menurutnya adalah perbuatan orang yang mengganggu pasar, 

yakni keluar masuk pasar-pasar untuk membeli makanan yang 

diperlukan umum untuk ditimbun.
32

 

2. Menurut Sayyid Sabiq 

Iḥtikār menurutnya adalah “menyembunyikan sesuatu (bahan pokok) 

kemudian supaya bahan pokok tersebut sedikit di kalangan manusia 

maka harganya menjadi tinggi dan menimpa mereka karena 

kemudharatan itu” 

Iḥtikār/menimbun artinya membeli barang dalam jumlah yang banyak, 

kemudian menyimpannya (barang belian) dengan maksud untuk dijual 

dengan harga tinggi kepada penduduk/masyarakat di saat mereka 

membutuhkannya. Biasanya bahan pokok yang ditimbun itu adalah 

bahan pokok yang melimpah dan harganya murah. Ketika bahan pokok 

sudah langka dan harganya tinggi, maka orang yang menimbun bahan 

pokok tersebut mengeluarkannya dengan harga tinggi, sehingga ia 

memperoleh keuntungan yang berlipat. Meskipun harganya tinggi, 

penduduk terpaksa membelinya karena mereka sangat membutuhkan 

bahan pokok tersebut.
33

 

3. Menurut Fathi Ad-Duraini 

Jual beli iḥtikār menurut Fathi Ad-Duraini dalam buku karangan Ahmad 

Mujahidin jual beli iḥtikār adalah tindakan menyimpan harta, manfaat 

                                                             

31
Ibid, hlm 235 

32
Qadir Hasan dkk, Terjemah Nailul Authar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum, Jilid 4, 

(Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001), hlm 178.  
33

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 5, (Jakarta: PT Pena Pandi Aksara, 2011), hlm. 77. 
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atau jasa dan tidak menjual dan memberikannya kepada orang lain yang 

mengakibatkan melonjak harga pasar secara drastis disebabkan 

persediaan terbatas atau stok bahan pokok hilang di pasaran, sedangkan 

masyarakat, negara atau hewan memerlukan produk, manfaaat atau jasa 

tersebut.
34

 

Secara esensi definisi di atas sama, dan dapat dipahami bahwa ihtikār 

bermakna membeli barang ketika harga mahal. Menyimpan barang tersebut 

sehingga kurang persediaannya di pasar. Kurangnya persediaan/mengurangi 

stok barang di pasar membuat permintaan naik dan harga telah melonjak. 

Penimbunan barang menyebabkan rusaknya mekanisme pasar. Menahan 

(menimbun) barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan 

dengan menaikkan harganya. 

Berdasarkan tujuan yang telah dikemukakan diatas dapat dipahami 

penimbunan ini dapat mengakibatkan kelangkaan suatu barang dipasaran yang 

apabila berupa makanan pokok bisa mengakibatkan kelaparan karna kurangnya 

bahan pokok makanan dan tentunya terdapat salah satu pihak yang dirugikan  

karenanya. Semua harga yang seharusnya dapat terjangkau kini melambang 

tinggi dikarenakan stok yang terbatas.  

Iḥtikār adalah tindakan menyimpan harta, manfaat, atau jasa, dan enggan 

menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan 

melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok 

barang hilang sama sekali dari pasar, sementara masyarakat, negara maupun 

hewan amat membutuhkan produk, manfaat, atau jasa tersebut.
35

 

Penimbunan (iḥtikār) adalah tindakan menyimpan harta, manfaat, atau 

jasa dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang 

mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan 
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Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 174. 
35

Didin Hafidhuddin, Agar Harta Berkah & Bertambah, (Jakarta: Gema Insani press, 

2007),  hlm. 58-59.  
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terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar, sementara masyarakat, 

negara maupun hewan amat membutuhkan produk, manfaat, atau jasa tersebut, 

iḥtikār tidak saja menyangkut komoditas, tapi juga manfaat suatu komoditas, 

dan bahkan jasa dari para pemberi jasa, dengan syarat “embargo” yang 

dilakukan para pedagang atau pemberi jasa itu bisa membuat harga pasar tidak 

stabil, padahal komoditas, manfaat, dan jasa tersebut dibutuhkan oleh 

masyarakat, negara, dan lain-lain. Misalnya,  pedagang gula pasir dan tepung 

terigu pada awal bulan Ramadhan tidak mau  menggelar dagangannya, karena 

mengetahui pada minggu-minggu terakhir bulan ramadhan masyarakat sangat 

membutuhkan gula dan terigu untuk menghadapi lebaran. Dengan menipisnya 

stok gula pasir dan tepung terigu di pasar, harga jualnya akan naik, ketika itu 

para pedagang menjual gula dan terigunya sehingga mereka mendapatkan 

keuntungan yang berlipat ganda. Demikian juga halnya dengan barang-barang 

yang lain terutama keperluan sembilan bahan pokok.
36

 

Penimbunan barang adalah halangan terbesar dalam pengaturan 

persaingan dalam pasar Islam. Hal tersebut dikarenakan pengaruhnya terhadap 

jumlah barang yang tersedia dari barang yang ditimbun, dimana beberapa 

pedagang memilih untuk menahan barang dagangannya dan tidak menjualnya 

karena menunggu harga naik. Perilaku ini mempunyai pengaruh yang negatif 

dalam fluktuasi kemampuan persediaan dan permintaan barang. Penimbunan 

dapat menyebabkan pergeseran kurva penawaran dan permintaan yaitu 

perbuatan yang haram dan melanggar hukum dan penjual.
37

 

2. Dasar Hukum Menimbun Barang 

Menurut prinsip hukum islam, barang apa saja yang dihalalkan oleh 

Allah SWT untuk memilikinya, maka halal pula untuk dijadikan sebagai objek 

perdagangan. Demikian pula segala bentuk yang diharamkan untuk memilikinya 
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WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1976), hlm. 307. 
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maka haram pula untuk memperdagangkannya. Namun terdapat ketentuan 

hukum islam yang menyatakan bahwa pada dasarnya barang tersebut halal 

menurut ketentuan hukum islam, akan tetapi karena sikap dan perbuatan para 

pelaku atau pedagang bertentangan dengan syara’ maka barang tersebut menjadi 

haram seperti halnya penimbunan barang yang banyak dilakukan oleh para 

pedagang di pasar yang dapat merugikan orang banyak.
38

 

Dasar hukum yang digunakan para ulama Fiqh yang tidak membolehkan 

adanya iḥtikār adalah kandungan nilai-nilai universal Al-Qur’an yang 

menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk didalamnya iḥtikār 

diharamkan oleh agama lain.
39

 Orang yang beriman adalah orang yang diliputi 

oleh rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Yang kaya hendak memberi 

piutang, tidaklah bermaksud untuk memeras keringat dan tenaga sesama 

manusia, yang miskin mengelak jauh-jauh daripada memberi kesempatan orang 

kaya memeras dirinya. 

Rasulullah SAW juga melarang praktik penimbunan barang dengan 

ungkapan-ungkapan yang sangat pedas dan keras. Hadis Umara dari Nabi SAW 

sebagai berikut:  

Diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ یَ قُوْلُ:  عْتُ الن بِ  صَل ى اللّهٰ احْتَكَرَ عَلهى الْمُسْلِمِيَْْ طَعَامُهُمْ  مَنِ وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: سََِ
فْلَاسِ  ضَرَبهَُ اللّهُٰ   بِِلجذَُامِ وَالِْْ

“Dan dari Umar, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda: 

barang siapa yang melakukan monopoli atau menimbun. Untuk 
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kepentingan orang muslimin Allah menimpakan kepadanya penyakit 

kusta dan keadaan jatuh miskin”. (HR. Imam Ahmad dan Ibnu Majah).
40

 

Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan Hadits dapat dipahami bahwa perbuatan 

penimbunan barang tidak diperbolehkan atau diharamkan sebab merupakan 

salah satu ancaman kepada orang yang menyimpan ingin membangun dirinya di 

atas penderitaan orang lain. Ia tidak peduli apakah orang lain itu kelaparan dan 

tidak berpakaian, yang penting dirinya sendiri mendapatkan keuntungan yang 

sebesar-besarnya. Jika masyarakat semakin memerlukan barang itu, maka ia 

makin menyembunyikannya. Ia pun semakin senang jika harga barang-barang 

itu melonjak semakin tinggi. Manusia sangat berharap terhadap barang yang 

menjadi kebutuhan primer bagi manusia seperti makanan, lain dengan 

kebutuhan sekunder. 

Maka dikemukakan secara jelas dalam Al-Quran tentang iḥtikār, tetapi ia 

mempunyai hubungan dengan riba, dalam riba terdapat unsur zulmun 

(menganiaya/zholimi) orang lain diakibatkan karena ketidakmampuan peminjam 

untuk membayarkan utangnya tepat waktu maka secara otomatis harga menjadi 

naik melebihi pokok pinjamannya dan hal ini memberatkan yang mengakibatkan 

si peminjam teraniaya dan secara terpaksa harus membayarkan tambahan modal 

tersebut, sementara iḥtikār walaupun secara implisit, juga mengandung zulmun 

(menzhalimi) dan masyarakat akan merasakan akibat fatalnya, sebab iḥtikār 

bertujuan untuk mencari keuntungan yang lebih banyak, dengan menimbun 

barang yang beredar dipasar dapat mengakibatkan kelangkaan dan tentunya 

akan terjadi kenaikan harga secara otomatis diatas harga normal. Sehingga 

masyarakat yang tadinya tidak merasa kekurangan barang dan dapat 

membelinya sesuai dengan kebutuhannya tanpa merasakan kesulitan, namun 

akibat iḥtikār tersebut mereka jadi merasa kekurangan barang yang mereka 

butuhkan dan sulit untuk menjangkau harga agar dapat memenuhi kebutuhan 
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mereka, namun karena sudah terdesak akan kebutuhan pokok dan hidup sehari-

hari, barang yang langka tersebut akhirnya dibeli juga meski terpaksa.
41

 

B. Hukum Penimbunan Barang Menurut Fuqaha 

Pada dasarnya semua barang yang dihalalkan dapat dimilikinya, halal 

pula untuk dijadikan objek pertukaran dan perdagangan. Begitu juga sebaliknya, 

semua barang yang diharamkan untuk memilikinya, haram pula dijadikan 

sebagai bahan pertukaran dan perdagangan. Akan tetapi karena sikap dan 

perbuatan manusia itu sendiri yang membuat barang tersebut dilarang, seperti 

halnya penimbunan barang dagangan. Dengan tujuan untuk mencari keuntungan 

yang lebih besar terutama ketika barang tersebut naik karena kurangnya stok 

barang yang dikonsumsi. 

Dengan demikian jelas bahwa penimbunan barang tidaklah semua 

diharamkan, yang diharamkan hanyalah terbatas pada penimbunan barang 

kebutuhan pokok (primer) bagi manusia, seperti makanan dan pakaian. 

Sedangkan barang kebutuhan sekunder tidak dilarang karena tidak begitu 

diminati oleh konsumen. Namun demikian ulama tetap mengharamkan 

penimbunan segala bentuk barang, karena membahayakan stabilitas ekonomi 

masyarakat. 

Di bawah ini terdapat perbedaan pendapat para fuqaha mengenai hukum 

penimbunan barang, di antaranya: 

1) Jumhur ulama’ dari kalangan Mazhab Syafi’iyah, Malikiyah, Hanafiyah, 

Zahiriyah, Zaidiyah, dan Al-Kasani dari golongan Hanafiyah 

berpendapat bahwa penimbunan barang atau bahan pokok makanan 

hukumnya haram. 

2) Para fuqaha’ dari kalangan Hanafiyah penimbunan barang hukumnya 

makruh tahrimah.
42
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Dari pendapat di atas peneliti memilih kepada Jumhur Ulama yang 

mengahramkan penimbunan barang (iḥtikār), karena dengan adanya hukum ini 

tidak lagi memberi peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan hal yang 

dilarang oleh agama islam. 

Berdasarkan pada ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW, 

para ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa iḥtikār tergolong ke dalam 

perbuatan yang dilarang (haram). Seluruh ulama sepakat menyatakan bahwa 

melakukan iḥtikār itu hukumnya haram, meskipun terjadi perbedaan pendapat 

tentang cara menetapkan hukumnya, sesuai dengan sistem pemahaman hukum. 

Pertama, ulama Syafi’iyyah, Hanabillah, Malikiyah, Zaidiyah dan 

Zahiriyyah. Menurut mereka, melakukan iḥtikār hukumnya haram. Alasan yang 

mereka kemukakan adalah ayat dan hadis-hadis yang telah disebutkan. Menurut 

Malikiyyah, iḥtikār hukumnya haram dan harus dapat dicegah oleh pemerintah 

dengan segala cara, karena perbuatan itu memberikan mudharat yang besar 

terhadap kehidupan masyarakat, stabilitas ekonomi masyarakat dan negara. 

Dalam masalah ihtikār yang paling utama yang harus diperhatikan adalah hak 

konsumen, karena menyangkut orang banyak.
43

 Sedangkan hak orang yang 

melakukan iḥtikār hanya merupakan hak pribadi. Sekiranya hak pribadi 

bertentangan dengan hak orang banyak, maka hak orang banyaklah yang harus 

diutamakan dan didahulukan. Mazhab Syafiiyah berpendapat, bahwa hadis yang 

menyatakan iḥtikār merupakan suatu pekerjaan yang salah, mengandung 

pengertian yang dalam. Sebab orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja, 

berarti telah berbuat suatu pengingkaran terhadap ajaran agama, merupakan 
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perbuatan yang diharamkan. Apalagi ancaman dalam hadis itu adalah jadi 

penghuni neraka.
44

 

Kedua, Ulama Hanafiyah menyatakan, menurut meraka perbuatan 

iḥtikār hukumnya makruh tahrim (istilah hukum haram dari kalangan fiqh 

hanafi yang didasarkan kepada dalil (zanni). Dalam persoalan iḥtikār, menurut 

mereka larangan secara tegas hanya muncul dari hadis ahad. Sedangkan 

kehujjahan hadis ahad adalah zanni. Disamping itu sesuai dengan kaidah yang 

sifatnya qātḥ’i seseorang bebas membeli dan menjual barang dagangannya tanpa 

campur tangan orang lain. Menjual barang atau tidak adalah masalah pribadi 

seseorang.
45

 

Ulama Hanafiyah tidak secara tegas menyatakan haram dalam 

menetapkan hukum iḥtikār, karena menurut mereka dalam masalah ini terdapat 

dua dalil yang bertentangan, yaitu: 

a) Berdasarkan hak milik yang dimiliki pedagang, mereka bebas melakukan 

jual beli sesuai dengan kehendak mereka. 

b) Adanya larangan berbuat mudharat kepada orang lain dalam bentuk 

apapun. Larangan disini tidak langsung tertuju kepada
46

 

Perbuatan iḥtikār melainkan larangan itu muncul disebabkan mudharat 

yang ditimbulkan tindakan itu. As-Sayyid Sabiq dalam Fiqh As-Sunnah 

menyatakan Al-Iḥtikār sebagai membeli suatu barang dan menyimpan agar 

barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat dan 

masyarakat akan mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnya harga 

barang tersebut. 

Sayyid Sabiq dalam Fiqh sunnah menyatakan bahwa para ulama sepakat 

mengharamkan iḥtikār dengan tiga syarat:  
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1. Syarat berlakunya penimbunan adalah keberadaannya sampai batas 

membuat penduduk negeri itu kesulitan untuk membeli barang yang 

ditimbun, karena realita penimbunan tidak akan terjadi kecuali di dalam 

kondisi ini. Seandainya belum sampai menyulitkan penduduk negeri 

untuk membeli barang maka tidak akan terjadi penghimpunan barang 

dan tidak terjadi dominasi terhadapnya supaya bisa dijual dengan harga 

tinggi.  

2. Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya 

berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. 

3. Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang 

agar ia dapat menjualnya dengan harga yang tinggi karena orang sangat 

membutuhkan barang tersebut.
47

 

Syarat yang dikemukakan Sayid Sabiq tersebut menjelaskan bahwa 

iḥtikār tidak hanya terfokus pada barang yang dibeli. Namun semata 

menghimpun sembari menunggu harganya melambung sehingga bisa 

menjualnya dengan harga yang tinggi bisa dinilai sebagai penimbunan, baik 

penghimpunan barang itu dengan cara membelinya atau mengumpulkannya dari 

tanah pertanian yang luas karena memonopoli kepemilikan areal produksi jenis 

tersebut atau kelangkaan pertaniannya, atau menghimpun dari pabrik karena 

memonopoli kepemilikan industri jenis itu atau karena kelangkaan industri. 

Semua itu merupakan penimbunan. 

Penimbunan bahan pokok adalah halangan terbesar dalam pengaturan 

persaingan dalam pasar Islam. Hal tersebut dikarenakan pengaruhnya terhadap 

jumlah barang yang tersedia dari barang yang ditimbun, dimana beberapa 

pedagang memilih untuk menahan barang dagangannya dan tidak menjualnya 

karena menunggu naiknya harga. Prilaku ini mempunyai pengaruh negatif 

dalam fluktuasi kemampuan persediaan dan permintaan barang. Penimbunan 
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dapat menyebabkan pergeseran kurva penawaran dan permintaan, yaitu 

perbuatan yang melanggar hukum dari penjual.
48

 

C. Kriteria Penimbunan Barang 

Dalam hal ini para ulama berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan 

penimbunan yang haram adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya 

berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang 

boleh menimbun untuk persediaan nafkah dirinya dan keluarganya 

dalam tenggang waktu kurang dari satu tahun. 

2. Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang 

agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena orang 

sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya. 

3. Bahwa penimbunan dilakukan pada saat dimana manusia sangat 

membutuhkan barang yang ditimbun, seperti makanan, pakaian dan lain-

lain. Jika barang-barang yang ada di tangan para pedagang tidak 

dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan, 

karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia.
49

 

Dari ketiga syarat itu, maka dapat disimpulkan bahwa penimbunan yang 

diharamkan adalah kelebihan dari keperluan nafkah dirinya dan keluarganya 

dalam masa satu tahun. Hal ini berarti apabila menimbun barang konsumsi 

untuk mengisi kebutuhan keluarga dan dirinya dalam waktu satu tahun tidaklah 

diharamkan sebab hal itu adalah tindakan yang wajar untuk menghindari 

kesulitan ekonomi dalam masa krisis ekonomi lainnya. 

Penimbunan barang itu hanya berlaku terhadap barang-barang hasil 

pembelian saja (barang-barang yang dibeli) dengan demikian penimbunan 

barang-barang hasil komoditi sendiri atau barang-barang hasil harta karya 
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sendiri tidak termasuk penimbunan. Sebab ada kemungkinan tidak akan 

mengalami kelangkaan dan juga tidak akan merusak harga pasar serta stabilitas 

ekonomi masyarakat.
50

 

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Penimbunan yang 

menyebabkan kelangkaan barang dan merusak mekanisme pasar hukumnya 

haram. Menimbun yang diharamkan menurut kebanyakan ulama fikih bila 

memenuhi tiga kriteria sebagai berikut: 

a. Barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga 

untuk masa satu tahun penuh. Kita hanya boleh menyimpan barang 

untuk keperluan kurang dari satu tahun sebagaimana pernah dilakukan 

Rasulullah SAW.  

b. Menimbun untuk dijual, kemudian pada waktu harganya membumbung 

tinggi dan kebutuhan rakyat sudah mendesak baru dijual sehingga 

terpaksa rakyat membelinya dengan harga mahal. 

c. Yang ditimbun (dimonopoli) ialah kebutuhan pokok rakyat seperti 

pangan, sandang dan lain-lain. Apabila bahan-bahan lainnya ada 

ditangan banyak pedagang, tetapi tidak termasuk bahan pokok kebutuhan 

rakyat dan tidak merugikan rakyat. Maka itu tidak termasuk 

menimbun.
51

 

Pendapat lain mengatakan bahwa apabila suatu waktu terjadi praktik 

penimbunan barang (iḥtikār) sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan 

melonjak naik. Apabila terjadi praktik seperti itu, maka pemerintah boleh 

memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar 

sebelum terjadi perlonjakan harga barang itu, para pedagang wajib memenuhi 

kebutuhan pemerintah di dalam menentukan harga pasar. 
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Sedangkan syarat terjadinya penimbunan, adalah sampainya pada suatu 

batas yang menyulitkan warga setempat untuk membeli barang yang ditimbun 

semata karena fakta penimbunan tersebut tidak akan terjadi selain dalam 

keadaan semacam ini. Kalau seandainya tidak menyulitkan warga setempat 

membeli barang tersebut, maka penimbunan barang tidak akan terjadi 

kesewenangan-wenangan terhadap barang tersebut sehingga bisa dijual dengan 

harga yang mahal. 
52

 

Atas dasar inilah, maka syarat terjadinya penimbunan tersebut adalah 

bukan pembelian barang. Akan tetapi sekedar mengumpulkan barang dengan 

menunggu naiknya harga sehingga bisa menjualnya dengan harga yang lebih 

mahal. Dikatakan menimbun selain dari hasil pembeliannya juga karena hasil 

buminya yang luas sementara hanya dia yang mempunyai jenis hasil bumi 

tersebut, atau karena langkanya tanaman tersebut. 

Menurut Yusuf Al-Qardawi penimbunan itu diharamkan jika memiliki 

kriteria sebagai berikut: 

1. Dilakukan di suatu tempat yang penduduknya akan menderita karena 

adanya penimbunan tersebut. 

2. Penimbunan dilakukan untuk menaikkan harga sehingga orang merasa 

susah dan supaya ia dapat keuntungan yang berlipat ganda.
53

 

Menurut para ulama Syafi’i menyatakan bahwa iḥtikār yang diharamkan 

adalah penimbunan barang-barang pokok tertentu, yaitu membelinya pasa saat 

harga mahal dan menjualnya kembali. ia tidak menjual saat itu juga, tapi 

disimpansampai harga melonjak naik. Tetapi jika dia mendatangkan barang dari 

kampungnya atau membelinya pada saat harga murah lalu ia menyimpannya 

karena kebutuhannya, atau ia menjualnya kembali saat itu juga, maka itu bukan 
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ihtikār dan tidak diharamkan. Adapun selain bahan makanan, tidak diharamkan 

penimbunan dalam kondisi apapun juga.
54

 

Karena dengan adanya penimbunan barang maka masyarakat akan 

merasa teraniaya karena mengakibatkan kenaikan harga barang di pasar. Proses 

penimbunan barang dilakukan para pihak pedagang dengan beberapa cara yaitu: 

1. Pedagang mendatangkan barang dagangannya, lalu menyimpannya 

terlebih dahulu sampai barang dagangan mulai menipis di pasaran 

setelah barang dagangan mulai menipis di pasar pedagang baru 

menjualnya dengan harga yang lebih mahal dengan tujuan untuk 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar. 

2. Pedagang membeli di tempat lain, dan ia menyimpan terlebih dahulu 

setelah masyarakat banyak yang membutuhkan terhadap barang 

tersebut pedagang baru menjualnya kembali dengan harga yang tidak 

terlalu mahal karena tujuan dari penimbunan ini hanya untuk 

membantu mencukupi kebutuhan masyarakat. 

3. Penimbunan barang ini dilakukan ketika barang dagangan masih 

banyak di pasaran sedangkan masyarakat tidal kekurangan terhadap 

barang-barang tersebut dan pedagang menyimpannya terlebih 

dahulu, setelah masyarakat ada yang membutuhkan pedagang mulai 

menjualnya dengan harga yang normal atau standar karena tujuan 

dari penimbunan ini untuk menyediakan kebutuhan masyarakat pada 

waktu cuaca buruk atau muslim kemarau. 

Dengan adanya penimbunan bahan pokok seperti ini maka dapat 

mengakibatkan kenaikan harga barang di pasar, kenaikan harga barang ini akan 

terjadi ketika barang dagangan mulai langka di pasar sehingga pedagang mulai 

menaikkan harga dagangannya. Jika terjadi musim kemarau panjang maka 

pedagang mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari sebelumnya, 
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bahkan pedagang dapat menjual barang dagangannya yang belum terjual pada 

hari sebelumnya dengan harga yang tinggi. 

D. Penimbunan Bahan Pokok dalam Pandangan Fiqh 

Sehubungan dengan iḥtikār (penimbunan), ulama memberikan kriteria 

tertentu terhadap bentuk iḥtikār (penimbunan) yang diharamkan. Kriteria itu 

adalah sebagai berikut:  

1) Barang-barang yang ditimbun hendaklah melalui proses pembelian 

sebelumnya dari masyarakat. Adapun apabila barang dagangan itu 

semata-mata dari hasil pertanian sendiri tidaklah termasuk iḥtikār yang 

diharamkan. 

2) Barang-barang itu berupa makan pokok. 

3) Penimbunan barang dagangan itu hendaklah menyulitkan masyarakat. Di 

antara yang mengindikasikan hal itu adalah apabila di dalam suatu kota 

terdapat muhtakir (memonopoli penguasaan barang dagangan). Di 

samping itu juga, penimbunan dilakukan pada masa krisis pangan yang 

sudah mulai terjadi.
55

 

Pelaku iḥtikār (muhtākir) berdosa karena perbuatannya itu bisa berakibat 

kesulitan bagi masyarakat dalam hal mendapatkan keperluannya. Kesulitan 

masyarakat untuk mendapatkan keperluannya di samping karena cadangan 

menipis atau bahkan tidak ada sama sekali, juga karena meskipun ada, harga 

sangat tinggi. Kondisi inilah yang ditunggu-tunggu oleh muhtakir guna 

mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. 

a. Menurut Ulama Hanafiah 

Pendapat salah satu ulama Hanafiah yaitu Imam Abu Yusuf menjelaskan 

bahwa penimbunan adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan madharat 
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bagi masyarakat di dalam sebuah wilayah atau negara tertentu atau lingkungan 

masyarakat berupa bahan makanan, pakaian, dinar, dan uang dirham.
56

 

Jika barang-barang tersebut ditimbun dalam jangka waktu yang sebentar 

dan tidak menimbulkan bahaya, maka itu dianggap bukan termasuk 

penimbunan. Jika barang-barang tersebut ditimbun dalam masa yang lama maka 

itu tidak diperbolehkan. 

Pendapat ulama Imam Hanafi bahwa penimbunan dihukumi makruh dan 

tidak diperkenankan di dalam sebuah wilayah negara tertentu yang dapat 

menimbulkan bahaya, mudharat, dan juga mengganggu kestabilan ekonomi 

terhadap masyarakat setempat. 

Ulama Hanafiah menghukumi penimbunan dengan makruh tahrimah 

(makruh yang cenderung kepada keharaman), dikarenakan hal ini berhubungan 

dengan tidak terpenuhinya hak masyarakat umum dan juga hak mereka dalam 

melakukan jual beli. Penimbunan tidak diperbolehkan manakala dapat 

menganggu hak masyarakat suatu wilayah tersebut karena adanya kepentingan 

pribadi. Salah satu pendapat ulama Hanafiah juga mengatakan penimbunan itu 

haram, apabila dalam melakukan penimbunan tersebut memiliki kepentingan 

pribadi yaitu bertujuan agar harga lebih tinggi, memperkaya diri, menguasai 

pasar dan lain sebagainya, tanpa memikirkan mudharat dan hak masyarakat.
57

 

Menurut ulama Hanafiah pengkhususan jenis barang yang dilarang 

dalam penimbunan, dikemukakan oleh pendapat Abu Yusuf bahwa segala 

sesuatu yang dapat menimbulkan mudharat yang berupa bahan makanan, 

pakaian, dinar, dan uang dirham. Semua barang yang disebutkan itu dianggap 

sangat mempengaruhi atas kemudharatan masyarakat pada suatu wilayah 

tertentu. 
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b. Menurut Ulama Malikiyah  

Menurut Mazhab Maliki, penimbunan adalah menyembunyikan arang-

barang tertentu di pasaran yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan harga 

yang tinggi. Ulama Malikiyah lain memberikan pengertian penimbunan yaitu 

penimbunan segala sesuatu yang dapat menimbulkan mudharat gangguan 

ekonomi masyarakat muslim di setiap pasar mereka atau di wilayah yang kecil 

di sekitarnya.
58

 

Menurut ulama Malikiyah, penimbunan dihukumi haram, dan harus 

dapat dicegah oleh pemerintah dengan segala cara, karena perbuatan itu 

memberikan mudharat yang besar terhadap kehidupan masyarakat, stabilitas 

ekonomi masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, penguasa harus segera turun 

untuk mengatasi kasus penimbunan. Yang paling utama dipelihara adalah hak 

konsumen karena menyangkut orang banyak, sedangkan hak orang yang 

melakukan penimbunan hanya merupakan hak pribadi dan kepentingan pribadi 

bertentangan dengan kepentingan orang banyak, maka yang didahulukan adalah 

kepentingan orang banyak 

Adapun Jenis Barang menurut mazhab Maliki bahwa ia mengharamkan 

melakukan perbuatan Iḥtikār segala sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan 

ekonomi masyarakat muslim yaitu berupa makanan, bumbu-bumbu, makanan 

impor, dan barang-barang lainnya yang dapat menganggu ekonomi masyarakat 

di wilayah setempat. Pandangan mazhab Maliki, mengharamkan juga tindakan 

penimbunan terhadap selain makanan pokok jika dilakukan di masa-masa sulit, 

tidak demikian dalam masa lapang dan pada bahan makanan atau komoditi 

lainnya seperti kain linen, kapas, dan seluruh barang yang dibutuhkan orang 

banyak, atau seluruh hal yang membahayakan orang banyak ketika ditimbun, 

bahkan sekalipun berupa kain atau mata uang.
59
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Pandangan mazhab Maliki, mengharamkan juga tindakan penimbunan 

terhadap selain makanan pokok jika dilakukan di masa-masa sulit, tidak 

diharamkan dalam masa lapang Jangka waktu yang tidak diperbolehkan 

melakukan penimbunan yang dilakukan pada masa-masa sulit masyarakat dalam 

mendapatkan kebutuhan pokoknya dan juga pada saat terjadi ketidakstabilan 

harga barang di pasaran, maka pada waktu itulah tidak diperbolehkannya 

melakukan tindakan penimbunan. 

Pandangan mazhab Maliki, mengharamkan juga tindakan penimbunan 

terhadap selain makanan pokok jika dilakukan di masa-masa sulit, tidak 

diharamkan dalam masa lapang. Jangka waktu yang tidak diperbolehkan 

melakukan penimbunan adalah penimbunan yang dilakukan pada masa-masa 

sulit masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pokoknya dan juga pada saat 

terjadi ketidakstabilan harga barang di pasaran, maka pada waktu itulah tidak 

diperbolehkannya melakukan tindakan penimbunan
60

 

c. Menurut Ulama Syafi’iyah 

Penimbunan menurut ulama mazhab Syafi’i adalah menjual bahan 

makanan ketika harga naik dan menahannya atau menyimpannya agar 

bertambah tinggi harga jual nantinya. Menurut mazhab Syafi’i mengemukakan 

bahwa perbuatan penimbunan adalah perbuatan yang diharamkan dalam setiap 

bahan makanan. 

Apabila seseorang menjual barang pada saat harga di pasaran turun atau 

juga barang tersebut didatangkan dari desa setempat berupa makanan, kemudian 

ia menimbunnya atau menahannya untuk tidak menjualnya ketika barang 

tersebut naik, maka seperti itu dianggap bukan termasuk penimbunan yang 

diharamkan dikarenakan barang yang ditimbun tersebut didatangkan dari 

wilayah lain di luar wilayah atau negara tempat ia tinggal.  
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Adapun hukum yang terkandung dalam riwayat tersebut ialah bahwa 

penimbunan diperbolehkan pada barang-barang yang telah didatangkan atau 

diimpor dari wilayah lain ke dalam wilayah yang bersangkutan. 

Diperbolehkannya perkara ini, dikarenakan hal ini tidak sampai mendatangkan 

mudharat bagi masyarakat setempat. Anjuran Rasulullah SAW yang terkandung 

pada riwayat tersebut yaitu dalam mendatangkan barang hendaklah 

mendatangkan sesuai dengan harga pasaran pada saat itu, jangan sampai 

mempermainkan harga yang dapat mendatangkan akibat yang negatif bagi 

masyarakat.
61

 

Ulama mazhab Syafi’i mengemukakan bahwa hukum dari perbuatan 

Iḥtikār adalah haram pada semua jenis bahan makanan tanpa terkecuali. Namun, 

Tidak dianggap perbuatan penimbunan apabila ia menimbun bahan makanan 

untuk kebutuhan pribadi atau keluarganya, bukan untuk dijual ke pasar (tidak 

dijual untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya) dan tidak dianggap 

perbuatan penimbunan apabila ia mendatangkan (impor) bahan makanan 

tersebut dari luar wilayah atau negara yang ia tinggali, karena dengan 

mendatangkan dari luar, maka hal itu tidak sampai mendatangkan mudharat bagi 

masyarakat.
62

 

d. Menurut Ulama Hanabilah  

Ulama Hanabilah memberikan pengertian bahwa penimbunan barang 

yang didapatkan melalui pembelian pada saat kondisi masyarakat tengah 

membutuhkan, yang mengakibatkan persempitan gerak masyarakat dalam 

memperoleh barang tersebut, sehingga akan mempengaruhi perekonomian 

masyarakat di suatu daerah tersebut.  

Adapun menurut mazhab Hambali Iḥtikār yang diharamkan adalah 

memenuhi tiga syarat berikut:  
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1) Barang yang ditimbun itu didapatkan melalui pembelian (barang yang 

didatangkan orang lain), bukan mendatangkan sendiri dari luar 

(mengimpor). Dengan demikian, apabila seseorang mendatangkan suatu 

barang dari luar atau membawa masuk hasil pertaniannya sendiri lalu 

disimpannya, maka ia tidak disebut melakukan Iḥtikār.  

2) Barang yang dibeli (lalu ditimbun) itu berupa bahan makanan. 

3) Si penimbun melakukan langkah-langkah yang mempersempit gerak 

masyarakat untuk dapat memperoleh barang tersebut. Adapun langkah 

yang dimaksud antara lain: Pertama, dilakukan di negeri yang memang 

menyulitkan masyarakatnya untuk memperoleh sesuatu jika terjadi 

tindakan penimbunan. Kedua, dilakukan pada kondisi masyarakat tengah 

membutuhkan. Sebagai contoh, ketika ada satu kelompok pedagang yang 

akan masuk ke negeri itu, orang-orang kaya di sana langsung 

memborongnya sehingga masyarakat luas tidak mendapatkan 

kesempatan untuk membeli. Pada situasi seperti ini, tidak ada perbedaan 

antara negeri yang kecil dan besar. Adapun tindakan membeli sesuatu di 

saat lapang dan harganya murah, dalam bentuk yang tidak menyulitkan 

siapa pun untuk turut membeli atau mendapatkannya, hal itu bukanlah 

tindakan yang diharamkan.
63

 

e. Menurut Imam Al-Ghazali  

Imam Al-Ghazali menyatakan pengertian Iḥtikār dengan penyimpanan 

barang dagangan oleh pedagang untuk menunggu melonjaknya harga dan 

menjualnya ketika naiknya harga. Menurut pendapat beliau haram melakukan 

iḥtikār hanya keatas bahan makan pokok pangan saja dan bahan-bahan yang 

menguatkan badan manusia seperti obat-obatan. Sedangkan segala sesuatu yang 

tidak termasuk dalam produk komoditi bahan makanan dan tidak juga sebagai 
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penunjang makan pokok itu sendiri tidak terkena larangan meskipun termasuk 

bahan makan.
64

 

Menurut imam Al-Ghazali yang termasuk kedalam bahan yang haram di 

Iḥtikār adalah bahan makan pokok seperti beras, jagung, terigu, gandum. 

Mengenai waktu yang diharamkan melakukan Iḥtikār pula beliau berpendapat, 

haram melakukan Iḥtikār  hanya pada masa kekurangan bahan makan pokok 

saja. Namun dalam kondisi stabil, dimana pasokan bahan makanan dari pihak 

produsen (suplayer) sesuai dengan hukum demand and supply, sementara 

masyarakat tidak begitu membutuhkannya, maka tidak ada larangan bagi 

distributor menahannya, dikarenakan tidak mendatangkan mudharat bagi 

masyarakat umum. 

f. Menurut An-Nawawi  

Menurut An-Nawawi, Iḥtikār diharamkan hanya pada makan pokok saja. 

Adapun apabila ia mendatangkan bahan makanan itu dari kampungnya atau 

membelinya pada saat harga murah lalu ia menyimpannya atau ia membelinya 

karena kebutuhannya kepada bahan makanan atau ia membelinya untuk dijual 

kembali pada saat itu juga, maka itu bukan termasuk Iḥtikār dan tidak 

diharamkan. Ini karena dampaknya yang tidak mendatangkan kemudharatan 

kepada orang ramai dan tidak ada unsur penganiayaan. jadi intinya tujuan 

penimbunan yang diharamkan adalah yang menyebabkan kesulitan masyarakat 

untuk mendapatkan kebutuhan masyarakat (bahan makanan pokok).
65

 

Menurut beliau adapun selain bahan makanan, tidaklah diharamkan 

penimbunan padanya dalam kondisi bagaimanapun sama dalam kondisi 

kekurangan atau berlebih dalam pasar. Kesimpulannya Iḥtikār diharamkan 
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keatas bahan makan pokok saja ketika bahan itu kurang dipasar sehingga 

masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka.
66

 

Perdagangan dalam pandangan Islam merupakan salah satu dari aspek 

kehidupan yang bersifat horizontal, yang dikelompokkan ke dalam masalah 

muamalah, yakni masalah-masalah yang berkenaan dengan hubungan antar 

manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sekalipun sifatnya adalah hubungan 

yang horizontal namun sesuai dengan ajaran Islam, rambu-rambunya tetap 

mengacu kepada Al-Qur’an dan Hadis. 

Dari pespektif agama, aktivitas perdagangan yang dilakukan sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama akan bernilai ibadah. 

Artinya dengan perdagangan itu, selain mendapatkan keuntungan-keuntungan 

materil guna memenuhi kebutuhan ekonomi, pelakunya sekaligus dapat 

mendekatkan diri kepada Allah SWT.
67

  

Islam berpegang pada asas kebebasan dalam tatanan muamalah. Setiap 

orang bebas membeli, menjual serta menukar barang dan jasa. Mereka 

menawarkan dan menjual barang miliknya dan membeli barang-barang yang 

dibutuhkannya. Ini berbeda dengan paham sosialis yang menolak kebebasan 

pasar. Kebebasan yang digariskan oleh Islam juga berbeda dengan kebebasan 

yang diusung oleh ekonomi kapitalis yang menganut pasar bebas sebebas 

bebasnya. 

Perdagangan yang dijalankan dengan cara yang tidak jujur, mengandung 

unsur penipuan, yang karena itu ada pihak yang dirugikan, dan praktik-praktik 

lain yang sejenis merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Melakukan 

perdagangan dengan cara menimbun barang (iḥtikār) dengan tujuan agar harga 

barang tersebut mengalami lonjakan sangat dilarang dalam Islam. Terlebih bila 

barang tersebut sedang langka, sementara masyarakat sangat membutuhkannya. 
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Seorang Muslimin sepakat bahwa iḥtikār (penimbunan barang keperluan umum 

dalam keadaan masyarakat sangat membutuhkannya dengan maksud 

menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi sehingga memperoleh 

keuntungan yang besar) adalah haram.
68

 

Diantara kaidah-kaidah (yang mengharamkan Iḥtikār) ini adalah bahwa 

segala sesuatu yang merupakan sebab sempurna munculnya perbuatan haram, 

maka ia pun haram. Sedangkan pengalaman dan sejarah membuktikan bahwa 

ihtikar merupakan sebab sempurna bagi munculnya penjajahan dan peperangan-

peperangan, penindasan terhadap rakyat serta kematian berjuta-juta jiwa, 

demikian pula ia menebarkan rasa cemas dan takut di dalam hati. 
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BAB TIGA 

PENIMBUNAN BAHAN POKOK DI PASAR 

TRIENGGADENG 

A. Gambaran Umum Pasar Trienggadeng 

Penelitian ini dilaksanakan di Keude Trienggadeng Kecamatan 

Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. Pasar Trienggadeng adalah pusat 

perdagangan masyarakat, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

pasar Trienggadeng berada pada wilayah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten 

Pidie Jaya Provinsi Aceh, dengan luas wilayah 148,46 Km2 dengan jumlah 

penduduk di Kecamatan Trienggadeng dari hasil proyeksi yaitu sebanyak 

23.854 jiwa, secara gender jumlah penduduk laki-laki sebanyak 11.653 jiwa dan 

penduduk perempuan sebanyak 12.021 jiwa. Kepadatan penduduk adalah rasio 

banyaknya penduduk per kilometer persegi, kepadatan penduduk Kecamatan 

Trienggadeng adalah 299 jiwa per km. Kepadatan penduduk di pusat Kecamatan 

biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan di desa.
69

 

Keude Trienggadeng mempunyai kepadatan penduduk tertinggi yaitu 

158 jiwa/km2, sedangkan kepadatan penduduk terendah adalah di Desa Buloh 

dengan 17 jiwa/km2. Jarak pasar Trienggadeng ke ibu kota Kabupaten atau 

Pidie Jaya yaitu 7,70 Km sedangkan jarak tempuh Kecamatan Trienggadeng ke 

Banda Aceh 151 Km. Kecamatan Trienggadeng memiliki 27 Desa dengan 5 

Mukim dan 101 Dusun yang beribukota di Keude Trienggadeng. Trienggadeng 

merupakan salah satu Kecamatan dari 8 (delapan) Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Pidie Jaya. Pusat pemerintahan Kecamatan Trienggadeng berada di 

Keude Trienggadeng yang merupakan pusatnya ibu Kota Trienggadeng, sejak 

awal sampai kini Kecamatan Trienggadeng mengalami banyak perubahan, baik 

dalam pembangunan maupun di bidang yang lain. Kecamatan Trienggadeng 
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yang merupakan Kecamatan ke 5 yang terluas dari 8 Kecamatan yang terdiri 

dari 27 desa/gampong.
70

 

Pasar Trienggadeng diapit oleh 4 Desa atau Gampong yaitu Gampong 

Keude Trienggadeng, Gampong Desa Sagoe, Gampong Meunasah Paya, 

Gampong Meuee. Keempat gampong tersebut merupakan wilayah yang berada 

sekitaran pasar Trienggadeng, sedangkan 27 desa atau gampong lainnya berada 

pada wilayah yang bukan perkotaan, sehingga keempat perdesaan tersebut 

menjadi pusatnya perekonomian dan perdagangan di Kecamatan Trienggadeng. 

Sehingga Pasar Trienggadeng menjadi jantung untuk menghidupkan aktivitas 

masyarakat yang ada di Kecamatan Trienggadeng serta berpengaruh terhadap 

Kabupaten Pidie Jaya. 

Gambar 1 Peta Pasar Trienggadeng 

 

Sumber: Google Maps, 21 Desember 2022 

Sejarah Pasar Trienggadeng dikenal sebagai tempat perniagaan yang 

paling ramai sebelum kejayaan Samudera Pasai. Di Pasar Trienggadeng sendiri 
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tidak ditemukan pedagang Cina yang menjual barang dagangannya, ekstitensi 

penjual lokalnya sangat kuat sehingga tidak memberi peluang pedagang Cina 

untuk bersaing, Pasar Trienggadeng juga memiliki letak yang sangat strategis 

yang terletak di jalan Nasional Banda Aceh-Medan yang banyak dilalui oleh 

hilir mudik kendaraan baik roda empat maupun roda dua. 

Pasar Trienggadeng atau Gampong Trienggadeng merupakan salah satu 

gampong yang ada di permukiman Trienggadeng di Kecamatan Trienggadeng 

Kabupaten Pidie Jaya. Menurut ureung tuha gampong Keude Trienggadeng 

diambil dari pohon bambu warna kuning yang dalam bahasa Arab 

TriengGadeng dan pada zaman penjajahan belanda ditempat tersebut terdapat 

Syah Bandar (tempat keramaian pasar) karena terletak dipinggir selat malaka 

sehingga dikenal sebagai Gampong Keude Trienggadeng yang secara turun-

menurun hingga masa kini dan sebagian besar penduduk digampong Kede 

Trienggadeng bermata pencaharian sebagai pedagang dan nelayan. 

Pasar rakyat senin di Trienggadeng merupakan suatu tempat 

perdagangan dan perniagaan tradisional yang beroperasi di hari senin saja, yaitu 

pasar senin yang masyarakatnya rame dan semua berbelanja bahan pokok 

makanan di pasar rakyat senin tersebut, karena semua yang dicari ada di pasar 

rakyat senin tersebut dan juga barangnya murah-murah dan tidak hanya 

masyarakat yang berdagang di pasar Trienggadeng saja tetapi juga pedagang 

dari kecamatan lain juga berdagang di pasar rakyat hari senin tempatnya di pasar 

Trienggadeng, kecamatan Trienggadeng kabupaten pidie jaya. Untuk kondisi di 

pasar Trienggadeng tidak hanya pada pasar rakyat senin saja pembeli berbelanja 

ke pasar Trienggadeng tetapi hari-hari lain juga rame masyarakat belanja ke 

pasar tersebut karena di pasar Trienggadengan inilah puncak masyarakat 



      
 

 

44 

Kecamatan berbelanja ke pasar terdekat yaitu pasar Trienggadeng, Kabupaten 

Trienggadeng.
71

 

B. Praktik Penimbunan Bahan Pokok oleh Pedagang di Pasar 

Trienggadeng 

Kebutuhan bahan pokok atau lebih dikenal dengan sembako sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat untuk konsumsi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan 

pokok mayoritas diperjualbelikan di pasar Trienggadeng, manusia tidak bisa 

dipisahkan dengan kebutuhan tersebut karena menyangkut hidup dan matinya 

manusia. Penimbunan barang adalah hal yang paling merugikan diterima oleh 

masyarakat karena dengan penimbunan barang tersebut masyarakat susah untuk 

memenuhi kebutuhan pokok, bagi pedagang yang melakukan penimbunan 

barang diharapkan untuk lebih mementingkan kelancaran dalam melakukan jual 

beli tidak boleh saling merugikan, terjadinya kelangkaan kebutuhan pokok 

orang yang sangat dirugikan adalah pembeli atau masyarakat.
72

 

Persoalan praktik penimbunan dari segi ekonomi syariah dikatakan 

perbuatan yang dilarang. Persoalan penimbunan atau Iḥtikar dipandang sebagain 

perbuatan produsen atau pelaku usaha dalam memproduksi barangnya jauh lebih 

sedikit dibandingkan dengan kemampuan produksinya yang masih bisa 

dimaksimalkan, tentu tujuannya untuk bisa mendapatkan keuntungan dengan 

mengambil dari selisih harga yang jauh dari biaya produksi dan distribusinya. 

Hasil wawancara dengan pedagang sembako yang ada di pasar 

Trienggadeng tersebut dengan pak Rahmat selaku pedagang, yaitu kebutuhan 

masyarakat yang sering dicari adalah kebutuhan sembako, antara lain beras, 

minyak makan, telor, bawang merah, cabe merah, gula dan lain sebagainya. 

Kebutuhan tersebut wajib dan harus disediakan di pasar Trienggadeng. Pada 

hari-hari biasa kebutuhan sangat mudah dicari dan dibelanjakan namun berbeda 
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dengan hari besar dan hari lainnya. Ketika bahan pokok tersebut tersedia maka 

harganya naik 30-50% sehingga memberatkan masyarakat yang membutuhkan. 

Pedagang melakukan penimbunan barang seperti minyak makan, telur selama 1-

2 minggu.
73

 

Beberapa pedagang melakukan penimbunan barang ini dikarenakan 

pendistribusian telur, tepung terigu dan cabai sering mengalami keterlambatan 

sehingga menimbulkan kesempatan para pedagang untuk mencari kesempatan 

dalam kesempitan penimbunan tersebut tidak dilakukan terus menerus, hanya 

menjelang hari raya idul fitri. Dampak dari penimbunan barang adalah kurang 

terpenuhinya kebutuhan sembako pada masyarakat, kenaikan harga yang 

merugikan masyarakat sehingga masyarakat merasa tersiksa dan merasa 

keberatan dalam pembelian bahan pokok tersebut, tetapi masyarakat tetap harus 

membelinya karena itu bahan pokok sehari-hari untuk kebutuhannya masing-

masing.
74

 

 

C. Faktor-Faktor Terjadinya Penimbunan Bahan Pokok 

Perkembangan ekonomi yang semakin maju pada masa sekarang banyak 

menimbulkan berbagai sistem atau cara perdagangan yang dilakukan 

masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi yang menguntungkan hanya satu 

pihak, seperti penimbunan. Penimbunan merupakan perbuatan yang 

mengumpulkan barang-barang sehingga barang tersebut menjadi langka di 

pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, sehingga warga 

setempat sulit untuk menjangkaunya. Tindakan penimbunan bahan pokok 

merupakan tindak pidana ekonomi yang merupakan salah satu bentuk kejahatan 

karena merugikan masyarakat dan negara. 
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Adapun dampak perbuatan penimbunan ini dapat menimbulkan dampak 

terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, yaitu akibatnya akan terjadi krisis 

ekonomi seperti mahalnya harga-harga dan kesulitan seseorang untuk 

mendapatkan bahan-bahan makanan pokok maupun bahan-bahan lainnya yang 

ditimbun oleh para pedagang di pasar, tidak hanya krisis ekonomi akan tetapi 

krisis moral juga akan terjadi bagi mereka para penimbun karena tidak adanya 

keperdulian sesamanya mereka hanya mementingkan isi kantongnya sendiri 

tanpa memperdulikan orang lain. 

Faktor terjadinya penimbunan karena stok barang dagangan di pasaran 

menipis, dan juga dikarenakan faktor barang yang langka dan sulit didapatkan 

sehingga pihak pembeli berbondong-bondong memborong barang untuk stok 

keperluannya sendiri, dan pihak pedagang memborong barang kebutuhan 

masyarakat untuk stok barang dengan motif untuk kebutuhannya dan 

keuntungan sebanyak-banyaknya. jadi pihak pedagang menyimpan bahan 

pokoknya ketika harga turun, dan kemudian dikeluarkan bahan pokok ketika 

harga bahan pokok tersebut naik.
75

 Yang mana pihak penjual melakukan 

penimbunan bahan pokok berdasarkan tujuannya masing-masing, salah satunya 

yaitu demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, pihak 

penjual/pedagang rela menunggu barang jualannya di jual ketika harga pasaran 

naik. Hal tersebut merupakan bagian jual beli yang dilarang disebabkan 

merugikan orang lain dan hanya menguntungkan diri sendiri saja. 

Dengan kata lain yaitu disebut dengan penimbunan. Maka dari itu, dalam 

menjalankan bisnis perdagangan atau pun segala urusan mencari rezeki lainnya 

harus menjalankannya dengan adil dan jujur tidak dengan cara yang merugikan 

sepihak atau menguntungkan sepihak melainkan berdasarkan dengan cara yang 

diridhai Allah SWT. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu 

menimbun bahan pokok sehingga terjadinya kelangkaan bahan pokok tersebut, 
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Kenaikan harga di pasaran yang mengakibatkan pihak pembeli merasa kesulitan 

untuk mendapatkan barang tersebut yang merupakan kebutuhan pokok setiap 

harinya, hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kelaparan yang berawal 

dari tidak mampu membeli barang tersebut atau karena kelangkaan barang yang 

dibutuhkan masing-masing. Maka dari itu berdagang harus tetap bersifat adil 

dan jujur.  

Penimbunan bahan pokok dapat memicu inflasi dan ketidakstabilan 

harga yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena 

itu, diperlukan koordinasi dan pengawasan yang baik dari pemerintah untuk 

menghindari praktik penimbunan yang merugikan ini. Dalam memerangi 

penimbunan bahan pokok, pemerintah dapat melakukan berbagai upaya seperti 

memberikan sanksi tegas pada pelaku penimbunan, meningkatkan produksi 

bahan pokok dalam negeri, dan memperkuat regulasi dalam sistem perdagangan 

bahan pokok. Hal ini diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya 

penimbunan dan menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran. 

Faktor terjadinya penimbunan di pasar pada dasar ekonomi dalam 

pandangan islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang 

secara sederhana, tujuan dari kehidupan adalah untuk memenuhi kebutuhan 

sesuai dengan kemampuannya, dan masyarakat melakukan jual beli agar dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya, memenuhi kebutuhan jangka panjangnya, dan 

juga memberikan bantuan dan sumbangan menurut jalan Allah. 

D. Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penimbunan 

Bahan Pokok oleh Pedagang di Pasar Trienggadeng 

Hukum ekonomi disuatu negara tumbuh berkembang seiring dengan 

pertumbuhan perekonomiannya. Semakin berkembang ekonomi suatu negara 

maka semakin banyak pula tuntutan pengaturannya. Pengaturan tersebut 

diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, 

kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Masyarakat yang mayoritas muslim 
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sudah mulai menyadari tentang pentingnya pengaturan hukum di dalam kegiatan 

ekonomi yang berdasarkan pada hukum islam. Kegiatan tersebut dapat berupa 

dalam bidang perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan komsumen 

syariah, pegadaian syariah, dan bahkan dalam penyelesaian sengketa pun 

diperlukan pengaturan yang berbasiskan pada syariat islam. Oleh karena itu, 

pengaturan hukum dibidang ekonomi menjadi penting untuk mewujudkan 

kebutuhan bagi setiap individu, masyarakat dan negara.
76

 

Penimbunan bahan pokok di daerah Trienggadeng yang terjadi, 

penimbunan bahan pokok tersebut dilakukan oleh kalangan pengusaha, pemasok 

dan pedagang yang secara sepihak dan sengaja menimbun ketersediaan bahan 

pokok di masyarakat guna kepentingan dan keuntungan pribadi maupun 

kelompoknya. Para pelaku usaha bisa menyimpan barang kebutuhan pokok dan 

barang penting, namun ada aturan pelaksaan tersebut, pelaku usaha tidak boleh 

menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting melewati aturan batas 

kewajaran, batas kewajaran disini adalah 3 (tiga) bulan dan itupun berdasarkan 

catatan rata-rata penjualan per bulan. Maksudnya misalkan suatu toko biasa 

menjual beras sebanyak 100 ton per bulan (berdasarkan catatan rata-rata 

penjualan per bulan toko tersebut) maka, toko tersebut hanya boleh menyimpan 

beras di gudang sebanyak 3 (tiga) bulan kedepan yaitu 300 ton. Apabila toko 

tersebut menyimpan beras lebih dari 300 ton di gudang, tentu itu sudah termasuk 

ke dalam kategori penimbunan bahan pokok.
77

 

Tindakan penimbunan bahan pokok ini merupakan tindak pidana 

ekonomi, tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi, sehingga merupakan 

salah satu bentuk kejahatan, karena merugikan masyarakat dan Negara. Penegak 

hukum tersebut terhadap pelaku penimbunan bahan pokok perlu dilakukan 

melalui cara represif terhadap pelaku, yaitu pemberian sanksi hukuman terhadap 
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pelanggaran ketentuan Undang-Undang. Ancaman hukuman yang berlaku bagi 

para pelaku usaha yang melakukan penimbunan bahan pokok.
78

 

Allah menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan anatara 

suatu dengan lainnya. Tidak ada satu orang pun yang dapat memiliki seluruh apa 

yang diinginkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang 

lain tidak memiliki namun membutuhkannya dan juga sebaliknya. Sudah 

merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup 

bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan 

bersama. Untuk itu Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka, untuk 

mengadakan pertukaran perdagangan dan semua cara perhubungan. Sehingga 

hidup manusia ini dapat berdiri dengan lurus dan irama berjalan dengan baik 

dan produktif. 

Islam menganggap keberadaan suatu pasar adalah persaingan kecil, atau 

kecilnya persaingan di pasar bukanlah suatu hal terlarang. Siapapun boleh 

berdagang tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. 

Sekalipun islam memberikan kebebasan kepada setiap orang dalam menjual, 

membeli dan yang menjadi keinginan hatinya, tetapi islam menentang dengan 

keras sifat aniaya (egois), yang mendorong sementara orang dan ketamakan 

pribadi untuk menumpuk kekayaan atas biaya orang lain dan memperoleh 

kekayaan pribadi.
79

 

Menurut syari’at islam, barang apa saja yang dihalalkan oleh Allah SWT 

untuk memilikinya, maka halal pula untuk dijadikan sebagai objek perdagangan. 

Demikian pula segala bentuk yang diharamkan untuk memilikinya maka haram 

pula untuk memperdagangkannya, namun terdapat ketentuan yang manyatakan 

bahwa pada dasarnya barang tersebut halal menurut ketentuan hukum islam, 
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akan tetapi karena sikap dan perbuatan para pelaku usaha bertentangan dengan 

syari’at islam maka barang tersebut menjadi haram seperti halnya dalam 

penimbunan bahan pokok yang dapat merugikan banyak orang. 

Akibat dari penimbunan ini adalah berdampak negatif terhadap aktivitas 

perekonomian suatu negara. jadi aktivitas penimbunan bahan pokok adalah 

suatu kejahatan dan kezhaliman yang harus kita perangi, sebab dapat 

menimbulkan beberapa kesulitan ekonomi seperti: pengangguran, kemudharatan 

bagi orang yang berpendapatan rendah. Selain itu, akan berdampak pada 

kehidupan sosial masyarakat seperti pencurian, tindakan kriminal dan 

sebagainya. Adapun hukuman dan sanksi yang dapat dikenakan bagi para 

produsen dan pedagang pasar nakal dalam permainan harga. Berupa hukuman 

tegas untuk kategori tindak pidana takzir yaitu keputusan dan vonis hukuman 

yang diserahkan sepenuhnya kepada hakim dan pemerintah untuk memberikan 

pelajaran yang setimpal agar para pelaku pelanggaran jera. 

Penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa aktivitas penimbunan bahan 

pokok dalam berbagai bentuk terhadap berbagai macam barang yang dibutuhkan 

terutama bahan pokok masyarakat hukumannya adalah haram apabila syarat-

syarat ihtikar yang diharamkan dipenuhi. Hal ini dilakukan untuk menjaga 

stabilitas sosial ekonomi masyarakat dengan menolak kerusakan yang 

ditimbulkan bagi kepentingan umum daripada mengambil keuntungan yang 

sifatnnya pribadi. 

E. Analisis Penulis 

Apabila kegiatan ekonomi dalam pandangan islam dapat dilakukan oleh 

masyarakat maka masyarakat akan mengalami kemakmuran dan kesejahteraan 

namun, sebaliknya apabila masyarakat tidak dapat melakukan kegiatan islam 

sebagai mestinya maka masyarakat akan mengalami kerugian secara materil.  

Islam mengajarkan dan mengatur dalam hal pendistribusian, salah 

satunya yaitu dilarang penimbunan barang karena dapat menghambat proses 

pendistribusian barang sampai ke konsumen dan menyebabkan rusaknya 



      
 

 

51 

mekanisme pasar. Penimbunan barang adalah sebagai bentuk kejahatan ekonomi 

dan sosial yang hanya dilakukan oleh mereka yang menyeleweng dari konsep 

islam. Menimbun adalah membeli barang ketika harga murah dan menyimpan 

barang tersebut sehingga persediaan barang di pasar Trienggadeng sangat 

kurang. 

Iḥtikar dalam salah satu barang kebutuhan manusia, maka perekonomian 

mereka akan terganggu dan mereka akan kesulitan mendapatkan barang yang 

dibutuhkan, sedangkan tempat-tempat lain yang luas, apabila ada yang 

menimbun barang dagangannya yang tidak mempengaruhi perekonomian 

manusia, sehingga tidak dilarang iḥtikar di dalamnya. 

Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan 

persaingan dalam pasar islam. Dalam tingkat internasional, menimbun barang 

menjadi penyebab terbesar dari krisis yang di alami oleh manusia sekarang, hal 

ini dikarenakan sebagai berikut. 

1. Barang yang ditimbun melebihi kebutuhan yang diperlukan 

masyarakat. 

2. Barang yang ditimbun dalam usaha menunggu saat naiknya harga. 

3. Penimbun dilakukan pada saat masyarakat membutuhkan. 

Sebagian ulama berpendapat bahwa larangan menimbun barang yang 

dibutuhkan oleh masyarakat yang diperjualbelikan oleh masyarakat hukumnya 

haram. Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa larangan 

penimbunan bahan pokok sebab merupakan bahan pokok masyarakat. 

Penimbunan barang mengakibatkan naiknya harga, dan juga merupakan suatu 

pekerjaan yang salah, mengandung pengertian yang dalam sebab orang yang 

melakukan kesalahan dengan sengaja, berarti telah berbuat suatu pengingkaran 

terhadap ajaran agama, merupakan perbuatan yang diharamkan. Menurut 

mazhab Hanafi tidak secara tegas menyatakan haram dalam menetapkan hukum 

iḥtikar karena dalam masalah ini terdapat dua dalil yang bertentangan, yaitu 

berdasarkan hak milik yang dimiliki pedagang, mereka bebas melakukan jual 
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beli sesuai kehendak mereka, dan adanya larangan berbuat mudharat kepada 

orang lain dalam bentu apapun. Menurut mazhab Maliki, iḥtikar hukumnya 

haram dan harus dicegah oleh pemerintah dengan segala cara karena perbuatan 

itu memberikan mudharat yang besar terhadap kehidupan masyarakat, stabilitas 

ekonomi masyarakat dan negara. Menurut mazhab Hambali juga mengatakan 

iḥtikar diharamkan syariat karena membawa mudharat yang besar terhadap 

masyarakat dan negara, Ibnu Qudamah mengemukakan alasan, ada sebuah 

hadist Rasulullah SAW, yang melarang melakukan iḥtikar dalam kebutuhan 

pokok manusia. 

Ihtikar dalam salah satu barang kebutuhan manusia, maka perekonomian 

mereka akan terganggu dan mereka akan kesulitan mendapatkan barang yang 

dibutuhkan, sedangkan tempat-tempat lain yang luas, apabila ada yang 

menimbun barang dagangannya yang tidak mempengaruhi perekonomian 

manusia, sehingga tidak dilarang iḥtikar di dalamnya. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat dipahami bahwa 

belum efektif apabila penimbunan ini terus berlangsung, pasti akan 

menimbulkan dampak jual beli menurut hukum islam terhadap penimbunan 

bahan pokok yang tidak sesuai dengan hukum islam sangat berisiko dan 

berdampak pada mekanisme pasar sehingga semua yang terlibat didalamnya 

merasakan kesenjangan yang terjadi akibat penimbunan bahan pokok. 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di kalangan pasar di 

kecamatan Trienggadeng yang berkaitan dengan tinjaun hukum ekonomi syariah 

terhadap penimbunan bahan pokok yang telah dibahas pada sub bab 

sebelumnya, maka adapun kesimpulan dari penelitian yang dapat dirangkumkan 

adalah sebagai berikut: 

1. Praktik penimbunan barang dilakukan para pedagang ketika mengetahui 

stok barang dagangan sudah mulai menipis sedangkan masyarakat 

banyak yang membutuhkannya. Dengan demikian pedagang sembako 

mulai menjual barang dagangannya dengan harga dua kali lipat dari 

harga normal bahkan menaikkan 100% dari harga sebelumnya dengan 

alasan tidak adanya alat transportasi pengangkut bahan kebutuhan 

masyarakat. Barang-barang yang sering ditimbun oleh pedagang di pasar 

antara lain minyak makan, beras, telor, tepung, gula, bawang merah, 

cabe dan barang lainnya. 

2. Faktor-faktor terjadinya penimbunan adalah karena stok barang 

dagangan di pasaran menipis, dan juga dikarenakan faktor barang yang 

langka dan sulit didapatkan sehingga pihak pembeli berbondong-

bondong memborong barang untuk stok keperluannya sendiri, dan pihak 

pedagang memborong barang kebutuhan masyarakat untuk stok barang 

dengan motif untuk kebutuhannya dan keuntungan sebanyak-banyaknya. 

jadi pihak pedagang menyimpan bahan pokoknya ketika harga turun, dan 

kemudian dikeluarkan bahan pokok ketika harga bahan pokok tersebut 

naik. Yang mana pihak penjual melakukan penimbunan bahan pokok 

berdasarkan tujuannya masing-masing, salah satunya yaitu demi 

mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, pihak penjual/pedagang 
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rela menunggu barang jualannya di jual ketika harga pasaran naik. Hal 

tersebut merupakan bagian jual beli yang dilarang disebabkan merugikan 

orang lain dan hanya menguntungkan diri sendiri saja.  

3. Hukum melakukan penimbunan bahan pokok menurut hukum islam 

dinyatakan bahwa diharamkan kepada semua orang muslim melakukan 

penimbunan barang karena akan mengakibatkan kenaikan harga barang 

sehingga membawa kemudharatan bagi masyarakat yang lainnya. Para 

ulama Fiqh yang tidak membolehkan adanya iḥtikar adalah yang 

menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk didalamnya iḥtikar 

diharamkan oleh agama lain dan dapat merugikan serta kesengsaraan 

bagi orang lain. 

B. Saran 

1. Diharapakan kepada pedagang di pasar sebaiknya tidak melakukan 

perbuatan penimbunan bahan pokok dalam kondisi apapun karena dapat 

merugikan pihak lain serta lebih memikirkan kepentingan orang banyak 

dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi terutama dalam hal 

menaikkan harga barang. 

2. Peneliti mengharapkan agar masyarakat mengetahui hukum dari setiap 

perbuatan terutama pada kebiasaan menimbun bahan pokok di pasar agar 

tidak lagi dilakukan oleh pedagang agar mekanisme pasar kembali stabil 

dan tidak lagi meresahkan masyarakat dikarenakan kebutuhan hidup 

sehari-hari. 

3. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya yang akan mengangkat tema yang 

sama dapat menjelaskan lebih rinci mengenai penimbunan bahan pokok 

di pasaran,  
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Lampiran 1: SK pembimbing 
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Lampiran 2 Surat penelitian 
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Lampiran 3 

 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PEDAGANG 

SEMBAKO 

 

1. Bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang jual beli menurut hukum 

islam? 

2. Apakah bapak/ibu dalam melakukan jual beli sudah sesuai dengan 

hukum islam? 

3. Bagaimana pandangan bapak/ibu jika terjadinya penimbunan? 

4. Apa yang mengakibatkan terjadinya penimbunan? 

5. Apakah bapak/ibu sadar akan dampak dari penimbunan? 
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Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara  

 

 

Foto Wawancara dengan Ibu Fatimah 

   

Foto Wawancara dengan Pak Anwar 
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Foto Wawancara dengan Pak Fadli 

 

 

Foto Wawancara dengan Ibu Alfiah 



      
 

 

65 

 

Foto Wawancara dengan Pak Faisal 

 

  


